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ABSTRAK

Siti Rohimah. 2017 : Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Gas
Oplosan Di Kec. Besuki Kab. Situbondo Berdasarkan
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum
Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam

Dalam Konteks Perlindungan Hukum, Maka Kosumen vyang telah
menggunakan Gas Oplosan mempunyai hak untuk Perlindungan hukum yang dijamin
oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah
adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian
itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen
memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan jasa kebutuhan serta
mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh produsen atau
pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen. Padahal, di dalam Undang-Undang dan
Hukum Islam tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur
secara jelas dan tegas. Kurangnya kesadaran masyarakat inilah yang menyebabkan
hak-haknya selaku konsumen sering kali terabaikan oleh konsumen sendiri maupun
oleh pelaku usaha. Hal ini timbul akibat kurang tersosialisasikannya Undang-Undang
No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Realita Gas
Oplosan Di Kec. Besuki Kab. Situbondo? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum
Terhadap Pengguna Gas Oplosan Di Kec. Besuki Kab. Situbondo Perspektif Undang-

Undang No 8 Tahun 1999? 3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna
Gas Oplosan Di Kec. Besuki Kab. Situbondo Perspektif Hukum Islam?

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.
Jenis penelitian menggunakan kualitatif diskriptif, metode menentukan informen
menggunakan purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan keabsahan datanya
menggunakan teknik Trianggulasi Sumber.

Dari data yang di peroleh dan di analisis dapat disimpulkan bahwa Realita
yang ada di Masyarakat Kec. Besuki Kab. Situbondo barang yang tidak sesuai dengan
berat netto terutama dalam pengisian gas elpiji dalam tabung gas. Karena saat ini
pelaku usaha masih banyak yang kurang mempehatikan kualitas regulator yang
diperdagangkan dan isi dari gas elpiji dalam tabung. kurangnya kesadaran masyarakat
khususnya Kec. Besuki Kab. Situbondo, sehingga adanya perlindungan hukum itu
sangat perlu di terapkan. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan hukum itu
bukan sekedar fisik melainkan termasuk juga hak-haknya bersifat abstrak. Dengan
kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang
diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Berkaitan dengan perlindungan
konsumen berarti mengenai tentang hak-hak konsumen, konsumen mempunyai hak
dalam menggunakan gas Oplosan itu. Dalam hukum Islam terhadap konsumen
apabila terjadi ketidak sesuaian antara gas oplosan yang asli atau palsu, maka
konsumen mempunyai hak khiyar tadlis, khiyar aib, dan khiyar ruyah.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen di indonesia yang
selama ini kurang mendapat perhatian agar lebih bisa lebih baik dari
sebelumnya. Pada era ekonomi global saat ini masalah perlindungan
konsumen semakin gencar dibicarakan. Pembicaraan tidak akan pernah habis
dan kan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, selama ini masih
banyak konsumen yang dirugikan karena perilaku-perilaku curang oleh pelaku
usaha. Pentingnya suatau Negara mengatur Perlindungan konsumen,
umumnya di dasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya.dalam
perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditegakkan pemerintah berdasarkan
rumusan situasi nasib masyarakat.*

Dalam kehidupan nyata di Indonesia beberapa waktu yang lalu, dalam
upaya menelan besarnya subsidi biaya untuk bahan bakar minyak tanah,
pemerintah telah mengambil kebijakan dengan melakukan konversi dari
minyak tanah kebahan bakar gas, yang yang diberi gas elpiji. Meskipun telah
dilakukan sosialisasi beberapa bulan sebelum konversi di laksanakan, namun
di masyarakat telah terjadi beberapa kali kecelakaan yang di akibatkan oleh

meledaknya kompor yang menggunakan bahan bakar gas elpiji tersebut.

! Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada,2004), 23.



Korban berjatuhan, baik yang menimpa harta benda maupun nyawa manusia.
Yang terbaru adalah kasus pengoplosan elpiji 3 kilogram yang membuat resah
warga masyarakat Kec. Besuki Kab.Situbondo. Mereka merasa dirugikan
dengan gas elpiji 3Kg yang dioplos dengan air. Gas-gas tersebut dijual oleh
seorang tak dikenal dengan menggunakan sepeda motor. Tak tanggung-
tanggung orang tersebut telah menjual puluhan tabung elpiji 3 kg bercampur
air tersebut. Pembelinya tak hanya konsumen rumah tangga, tetapi juga
pengecer, SPBE, ke Agen, ke Pangkalan, dan ke warung-warung.

Dari berita yang dapat dibaca dan di simak melalui berbagai media
ternyata kesalahan bukan semata-mata tabung gas yang kurang memenuhi
standart keselamatan, melainkan juga sikap dan perilaku konsumen yang
kurang menaruh perhatian terhadap kondisi kompor dan kondisi tabung gas.
Selain itu juga kekurang cermatan masyarakat konsumen dalam penggunaan
dan pemasangan selang dan atau peralatan lainnya. Dihubungkan dengan
perilaku konsumen, ternyata pengetahuan pemahaman konsumen secara
lengkap tentang cara pemakaian dan penggunaan produk barang dan atau jasa
yang telah di beli juga sangat penting. Kejadian-kejadian tentang meledaknya
kompor gas elpiji lebih di sebabkan karena kekurangtahuan dan kekurang
pahaman konsumen dalam cara penggunaan dan cara pemakaian produk

tersebut.?

2 Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan,(Bandung: Alfabeta,
2013), 40.



Pihak pertamina® mengatakan konsumenlah yang tidak memahami
penggunaan tabung gas elpiji, namun banyak yang menuding pemerintah telah
gagal melakukan sosialisasi. Untuk menelusuri jejak penanggung jawab dar
meledaknya tabung gas elipji, tentu perlu di pahami posisi peran, fungsi, dan
tugas sebagai pihak yang terkait. Pemerintahan sebagai inisiator* program
korversi minyak tanah ke gas elpiji tentu saja telah berbuat semaksimal
mungkin untuk menyukseskan program ini.

Namun ketika permasalahan ledakan gas elpiji menyeruak, setiap
pihak terkesan melimpahkan tanggung jawab kepada konsumen yang kurang
memahami pemakain tabung gas. Padahal, komponen-komponen penyebab
musibah bukan hanya mis-operation pada pihak konsumen tetapi juga
ditengarai karena lima pokok yaitu:

1. Adanya masalah nonteknis dalam penggunaan elpiji yang menyebabkan
kobocoran gas seperti dari kualitas selang, karet, dan regulator tabung
elpiji.

2. Tidak terpenuhi standard SNI pada tabung elpiji yang beredar.

3. Tidak terpenuhi standard Oparation preducure (SOP) dalam penanganan
distribusi tabung gas elpiji sehingga terdapat masalaha bawaan pada
tabung tersebut ketika sampai di masyarakat

4. Penyalahgunaan tabung elpiji 3kg demi keuntungan bisnis 12 kg

® pertamina adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di
Indonesia
* Kata inisiator menurut kamus KBBI yang mempunyai inisiatif, atau prakarsa.



5. Kekurang pahaman konsumen dalam menggunakan dan memanfaatkan
tabung gas elpiji.’

Perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum
terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian itu meliputi segala
upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau
menentukan pilihannya atas barang dan jasa kebutuhan serta mempertahankan
atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha
penyedia kebutuhan konsumen.®

Ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini
jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat konsumen. Pada umumnya
para pelaku usaha berlindung dibalik standard contractyang telah
ditandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen),
ataupun melalui berbagai informasi (semu) yang diberikan oleh pelaku usaha
kepada konsumen.” Hal ini yang membuat kedudukan antara pelaku usaha dan
konsumen tidak seimbang, karena konsumen dijadikan obyek bisnis guna
mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Serta menginginkan laba lebih dari
persaingan usaha yang terjadi mulai dari pengecer, pangkalan, Agen, dan
SPBE, sehingga sering mengabaikan faktor keamanan konsumen dalam

menggunakan tabung gas tersebut.

® Habloel mawardi, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Kembangan Utara: Permata
Putri Media,2012),138.

® Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta: diabit Media, 2002),
3.

’Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: Gramedia,2001), 1-3.



Oleh karena keinginan pelaku usaha diatas maka berdampak pada
pengguna tabung gas. Dalam hal ini pengguna ialah sebagai konsumen.
Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 1 ayat 2, Konsumen
adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan dirisendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, hal ini menyebabkan
posisi konsumen lemah. Ini sudah dapat diterkasejak lama, karena dalam
berbagai kasus yang melibatkan pelaku usaha dengankonsumen selalu posisi
konsumen lah yang menjadi lemah. Dalam artian selalu mengalami kerugian
tanpa adanya tindakan antisipasi atau pencegahan yang dapatmemberikan
perlindungan terlebih dahulu. Semua yang dilakukan pelaku usaha dalam
iklim persaingan usaha guna mendapatkan laba yang lebih banyak sulit diterka
sebelum memberikan dampak bagi konsumen. Di Indonesia lemahnya posisi
konsumen tidak terlepas dari sejarah tentang perlindungan konsumen. Di satu
sisi, konsumen belum menyadari sepenuhnya akan hak yang telah diberikan
Undang-Undang perlindungan konsumen kepada mereka. Padahal, di dalam
Undang-Undang tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah
diatur secara jelas dan tegas. Kurangnya kesadaran masyarakat inilah yang
menyebabkan hak-haknya selaku konsumen sering kali terabaikan oleh
konsumen sendiri maupun oleh pelaku usaha. Hal ini timbul akibat kurang
tersosialisasikannya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.®

8John peri, Negara hukum dan perlindungan konsumen, (Jakarta: pelangi cendikia, 2007), 5.



Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberlakukan
dalam rangka untuk melindungi atau menjamin konsumen akan hak-haknya
yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam aktifitas perdagangan atau praktek-
praktek jual beli curang yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan
kerugian di pihak konsumen. Seperti disebutkan pada pasal 9 yaitu pelaku
usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang
dan/atau jasa secara tidak benar.

Dalam Hukum Islam kemungkinan pelanggaran akan hak konsumen
bisa terjadi ketika sebelum terjadi transaksi jual beli berlangsung, yakni Pada
saat ketika transaksi itu sendiri berlangsung dan ketika purna transaksi. Oleh
karenanya pada tahapan-tahapan inilah seharusnya perlindungan hukum dapat
diberikan. Dalam kajian figih Islam kebenaran dan keakuratan informasi
ketika seorang pelaku usaha menjual barang dagangannya menempati kajian
yang signifikan.® Islam tidak mengenal istilah bahwa konsumen yang harus
berhati-hati atau sebaliknya pelaku usahalah yang harus berhati-hati. Di dalam
Islam yangberlaku adalah prinsip keseimbangan. Disini antara kedua belah
pihak konsumen maupun pelaku usaha harus sama-sama berhati-hati untuk
membeli barang.’® Semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian, maka
konsumen dengan pelaku usaha memiliki kepentingan.* Kepentingan
konsumen dalam hukum ekonomi konvensional adalah untuk memperoleh

kepuasan (utility), sedangkan dalam ekonomi Islam kepentingan konsumen

%Signifisikan adalah suatu hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari suatu persoalan.
\Muhammad, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, (Malang: Malang Press, 2007), 204.
“Ahmad Miru dan sutarman yudo, hukum perlindungan konsumen,37.



adalah untuk memperoleh kemaslahatan.*? Kepentingan pelaku usaha adalah
memperoleh laba dari setiap transaksi yang dilakukan dengan konsumen. Hal
tersebut membuat posisi konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang sebab
pelaku usaha memiliki kecendrungan melecehkan hak-hak konsumen serta
memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa mendapatkan sanksi hukum.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 69 telah dijelaskan bahwa
penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar13 selama berada di tempat jual
beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. Dalam arti
lain pembeli harus lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk melakukan
transaksi jual beli. Meskipun dalam jual beli gas Elpiji tersebut sering didasari
dengan rasa percaya antara kedua pihak, tetapi pembeli harus lebih hati-hati
dan teliti sebelum barang itu diterima. Jika barang tidak sesuai dengan apa
yang telah di beli, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan. Dalam jual beli
pasti terdapat rukun jual beli yang harus dipenuhi yaitu menurut madzhab
syafi’iyah ada 2 syarat antara lain: ijab-gabul dan obyek jual beli.14 Salah satu
sebab cacatnya rasa saling rela adalah tidak adanya kesesuaian antara sifat
atau kriteria barang yang disampaikan penjual pada pembeli atau yang
diharapkan oleh pembeli sehingga timbul penyesalan sebagai tanda dari

rusaknya rasa saling rela.

2Nourouzzaman ~ Shiddigi, Figih Indonesia Penggagasannya (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar,1997),67.

3K hiyar adalah perbuatan memilih antara dua hal yang lebih baik, yaitu antara melangsungkan
akad jual beli dan membatalkan akad tersebut. Lihat Muhammad dan Alimin, Etika dan
Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam (Yogyakarta: BPFE, 2004),179.

¥ Ahmad wardi muslich, figih muamalat(Jakarta:amzah, 2010),197



Sesuai dengan yang dimaksud atau bahkan terdapat kecacatan maka
pembeli dapat meminta ganti rugi atau juga dapat melaporkan ke pihak yang
berwajib untuk mendapat perlindungan. Tetapi kebanyakan orang yang telah
membeli gas elpiji dengan kata lain Gas Oplosan mengalami banyak
kerusakan tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan, mereka hanya
menggerutu di belakang tanpa mau protes kepada pelaku usaha untuk
mendapat keadilan. Kenyataan yang seperti itu, konsumen hanya dibodohi dan
dimanfaatkan saja oleh pelaku usaha, karena ketidakberanian mereka untuk
protes.

Jadi perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk
terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat
dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada
zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan
hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.’®

Bertolak pada uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum TerhadapPengguna Gas
Oplosan Di Kec. Besuki Kab. Situbondo Berdasarkan Undang-Undang No 8

Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian harus di susun secara singkat, jelas, tegas, spesifik

dan operasional yang di tuangkan dalam bentuk kalimat tanya.'® Pada fokus

> M. Sadar dkk, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Jakarta : Akademia, 2012), 1
|nstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, pedoman karya ilmiah (Jember,IAIN Jember Pres
2014), 44-45.



penelitain di cantumkan semua yang menjadi fokus permasalahan yang akan

di cari jawaban-jawabannya melalui proses penelitian. Adapun fokus

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Realita Gas Oplosan Di Kec. Besuki Kab. Situbondo?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Gas Oplosan Di
Kec. Besuki Kab. Situbondo Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun
1999?

3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Gas Oplosan Di

Kec. Besuki Kab. Situbondo Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan gambaran tentag arah yang akan di tuju
dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada
masalah-masalah yang harus di rumuskan sebelumnya.'” Tujuan penelitian
yang akan di gunakan sebagai batasan dari acuan dalam melakukan penelitian.
1. Untuk mengetahui Realita Gas Oplosan Di Kec. Besuki Kab. Situbondo.
2. Untuk Mendeskripsikan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Gas
Oplosan Di Kec. Besuki Kab. Situbondo Perspektif Undang-Undang No 8
Tahun 1999.
3. Untuk Mendeskripsikan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Gas

Oplosan Di Kec. Besuki Kab. Situbondo Perspektif Hukum Islam.

TIpid, 45
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang konstibusi apa yang akan di berikan

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang

bersifat teoritis kegunaan praktis, seperti bagi penulis, instansi dan masyarakat

secara keseluruhann. Kegunaan harus realistis."® Adapun manfaat yang di

lakukannya penelitian ini adalah:

1.

2.

Secara teoritis
Penelitian ini di harapkan memberikan sumbangsih pemikiran untk
di jadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang
dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumya dan dapat
memberikan informasi mengenai perlindungan hukum, Kkhususnya
perlindungan konsumen yang menggunakan barang yang membayakan
serta peraturan yang ada di dalamnya.
Secara praktis
Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran tentang perlindungan
hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1999
terntang hukum perlindungan konsumen dan Hukum Islam.
a. Bagi Konsumen/Masyarakat
Dapat memberikan hasil dari permasalahan yang di teliti akan
dapat bermanfaat bagi masyarakat agar mendapatkan informasi tentang

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Gas Oplosan Di Kec.

B1pid, 45
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Besuki Kab. Situbondo Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun
1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam.
b. Bagi pemerintah
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk
pemerintah dalam menanganai pengawasan Yyang ada di Indonesia,
khususnya di Kec. Besuki Kab. Situbondo
c. Untuk IAIN Jember
Dapat menjadi salah satu referensi yang memberikan kontribusi
dalam kajian akademik terkait dengan perlindungan hukum terhadap
konsumen berdasarkan Undang-Undang no 8 tahun 1999 dan Hukum
Islam.
d. Bagi peneliti
Dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan
pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan Perlindungan Hukum
Terhadap Pengguna Gas Oplosan Di Kec. Besuki Kab. Situbondo
Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum
Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Dan dapat memenuhi syarat
sehingga menjadi skripsi fakultas Syariah guna memperoleh gelar sarjana

Hukum bagi para pembaca.

E. Definisi Istilah
Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang

menjadi titik perhatian peneliti dalan judul penelitian. tujuannya agar tidak
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menjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagimana di maksud oleh
peneliti. Adapun istilah-istilah yang akan didefinisikan adalah sebagai berikut:
1. Perlindugan Hukum.

Menurut  sadjipto  Raharjo, Perlindungan Hukum adalah
memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yan
dirugikan orang laindan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat
agar dapat menikmati semua hak-hak yan di berikan oleh hukum.*
Perlindungan hukum di artikan sebagai suatu bentuk tindakan atau
perbuatan hukum pemerintah yang di berikan kepada subjek hukum sesuai
dengan hak dan kewajiban yang di laksanakan berdasarkan hukum positif
di Indonesia. Perlindungan Hukum ini timbul karena adanya suatu
hubungan hukum.?

2. Konsumen/pengguna.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yag
tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.?* Atau
setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau
jasa karena adanya hak yang sah, baik di pakai untuk pemakaian akhir

maupun proses produksi selanjutnya.

sadjipto Raharjo, llmu Hukum (Bandung : PT. Cintra Aditya Ba.kti, 2000), 53.

®Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum (baik perseorangan, bdan hukum
maupun jabatan) yang sama-sama mengikatkan dirinya sehingga memiliki relevansi dan
menimbulkan akibat hukum yang ditandai dengan adanya hak dan kewajban bagi kedua pelah
pihak.

?pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 T entang Perlindungan Konsumen.
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3. Gas Oplosan
Oplosan bergeser menuju konotasi negative. Ini tak lepas dari
peran media massa yang selalu menggunakan kata pengeplosan untuk
merujuk kepada tindakan illegal mencantumkan bahan (cairan) komoditas
murni dengan zat lain yang jauh lebih rendah dar mutunya. Katakanlah
seperti berita pengoplosan air dengan solar, pengoplosan solar dengan
minyak tanah, pengoplosan minyak sawit dengan air, dan sebagainya.
Sekalipun sebenarnya kurang tepat digunakan (karena tak jelas disini mana
zat pelarut dan mana zat terlarut), istilah itu masih bisa diterima akal sehat
sebagai pencampuran dua zat cair yang berbeda nilai ekonomisnya.
4. Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .
Menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan
atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan
barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar
dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan konpensasi,
ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjin atau tidak sebagaimana mestinya.?
5. Hukum Islam
Kata hukum Islam merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata

hukum dan Islam, Di dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hukum

?Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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mempunyai arti peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat,
yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang,
peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah,
ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu, keputusan
(pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam
pengadilan). Sedangkan Islam sendiri telah dijelaskan diatas merupakan

agama yang Rahmatallil 'alamin.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan Skripsi ini peneliti merujuk pada teknik Penulisan
yang ada pada buku “Pedoman Karya Ilmiah” tahun 2016 IAIN Jember
dengan tujuan agar teknik penulisan dalam Skripsi ini dapat memenuhi
persyaratan penulisan yang baik dalam membuat suatu tulisan ilmiah.

Dalam skripsi ini, sistematika pembahasan merupakan gambaran
singkat dan urutan Bab dari Skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari
Bab per Bab, dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat memahami
skripsi.

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah, Skripsi ini nanti akan terdiri
dari lima Bab, yang diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan,
halaman pengesahan, motto, kata pengantar, abstraksi, dftar isi, yang
dilanjutkan dengan Bab | sampai Bab V.

Bab | adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara
umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan

menjadi beberapa bagian dengan penjelasan, seperti: latar belakang yang
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berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan
judul. Bab ini juga berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat
penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan juga
tentang sistematika pembahasan.

Bab Il adalah kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup tentang
penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang
diteliti yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Gas Oplosan
Di Kec. Besuki Kab. Situbondo Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun
1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam

Bab 11l adalah membahas tentang metodologi penelitian. Yang
dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang
digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data,
analisis data,keabsahan data.

Bab IV berisi penyajian data dan analisis data. Yang terdiri dari
gambaran obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan
penelitian. Bagian ini adalah pemaparan data yang diperoleh dilapangan dan
juga menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah
dirumuskan.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini akan disajikan tentang
kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran atas konsep yang
telah ditemukan pada pembahasan yang sekiranya dapat dijadikan bahan
pemikiran dan bahan pertimbangan bagi yang berkepentingan dan untuk

merumuskan sebuah aturan.
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Selanjutnya skripsi ini di akhiridengan daftar pustaka dan beberapa

lampiran-lampiran sebagai pendukung pemenuhan kelangkapan data skripsi.



BAB Il

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat di perlukan untuk memperjelas,
menegaskan, melihat kelebihan dan kekurang berbagai teori yang di gunakan
penulis lain, serta memudahkan pembaca dalam memebandingkan perbedaan
fokus permasalahan yang di angkat oleh penulis lain dengan tema yang hampir
serupa. Karena penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang mengangkat
permasalahan hukum perlindungan konsumen.

Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Gas Oplosan Di Kec.
Besuki Kab.Situbondo Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tentang Hukum
Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. ada beberapa rujukan yang di
gunakan oleh penulis, di antaranya:

Dalam penyusunan dalam bentuk skripsi, hanya beberapa penyusunan
yang penyusun temukan tentang perlindungan hukum salah satunya adalah
skiripsinya Theresia Rimta wahyuni Agih Universitas Indonesia salah satu
fakultas Hukum, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS TINDAKAN PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN GAS YANG
TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN skripsi ini menfokuskan tentang Undang-Undang perlindungan

Konsumen mengataur cara konsumen mengatasi cara penyuntikan Lpj yang

17



18

dilakukan oleh pelaku usaha. Theresia Rimta wahyuni Agih juga
menyimpulkan tentang perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat
yang dirugikan dalam kasus penyuntikan isi tabung gas yang dilakukan oleh
pelaku usaha sanagat berbahaya karena selain konsumen merasa di juga di
rugikan juga bahaya bagi masyarakat. Persamaan dari skripsi ini sama-sama
Berdasarkan Undang-undang hukum perlindungan konsumen tetapi tidak
berdasarkan Hukum Islam.

Selanjutnya skripsi  Ali Umar Harahap PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN GAS ELPUI TIGA KG
DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 (STUDI PADA MASYARAKAT
KOTA MEDAN) Judul menfokuskan pada. perlindungan hukum terhadap
konsumen pengguna gas elpiji 3 kg sesuai dengan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Dan pertanggung jawaban dan cara penyelesaian
tuntutan konsumen terhadap kelalaian yang di lakukan oleh PT. Pertamina
(Persero) Sumatera Utara. Karena Konsumen seharusnya memperoleh haknya
sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak
terpenuhi, sehigga merupakan hak konsumen untuk menuntut dipenuhinya
hak-hak tersebut atau adanya pertanggungjawaban PT. Pertamina sehubungan
dengan kerugian yang dialami konsumen dalam penggunaan gas elpijiAli
Umar Harahap juga menyimpulkan Perlindungan hukum terhadap konsumen
sangatlah penting, perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen
terlihat begitu jelas ketika disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen dapat melakukan tuntutan ganti
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rugi dan pertanggung jawaban kepada pelaku usaha ketika melakukan
pelanggaran terhadap konsumen pengguna gas elpiji 3 Kg. persamaan dari
skripsi ini sama-sama membahas tentang hukum perlindungan konsumen tapi
focus pada pertanggung jawaban terhadap kelalaian yang di lakukan oleh PT.
Pertamina. Perbedaan pada skripsi penyusun yaitu penyusun tidak hanya
menggunakan hukum perlindungan konsumen saja tetapi juga menggunakan
Hukum Islam.

Selanjutnya skripsi Endah Kurniawati Universitas Jember Fakultas
Hukum PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA TABUNG GAS LPG 3 KG YANG TIDAK SESUAI DENGAN
SNI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 85/M-IND/PER/11/2008 judul ini focus pada Bentuk Perlindungan
Hukum terhadap Pengguna Tabung Gas LPG 3 kg yang tidak Sesuai dengan
SNI, Akibat Hukum terhadap Pelaku Usaha Penjual Tabung Gas LPG 3 kg
yang tidak Sesuai dengan SNI dan Upaya Hukum Pemerintah terhadap
Peredaran Tabung Gas LPG 3 kg yang Tidak Sesuai dengan SNI. Persamaan
dari skripsinya yaitu sama-sama membahas perlindungan hukun akan tetapi
pada focus masalah penyusun menfokuskan pada upaya perlindungan hukum
terhadap Gas Oplosan di Kec.Besuki Kab.Situbondo. Perbedaannya skripsi ini
Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-Ind/Per/11/2008
sedangkan penyusun ditinjau dari Undang-Undang hukum Perlindungan

Konsumen dan Hukum Islam.
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B. Kajian teori
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum
a. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada
hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut
diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua
hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain
perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,
baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman
dari pihak manapun.?

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan
martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang
dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidahyang akan
dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan
konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak
pelanggan dari sesuatuyang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-
hak tersebut.* perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang
dilakuka secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah,

swasta yang bertujuan mengusahkan pengaman, penguasaan,dan

Zsadjipto raharjo,ilmu hukum (badung : PT. Cintra Aditya Ba.kti, 2000), 74.
2 Philips M. hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, (Surabaya, PT. Bima
1Imu,1987), 25.
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pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang
ada.?
Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi
rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber
pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan pancasila.
b. Macam-macam perlindungan hukum
Ada dua maacam perlindungan hukum, yaitu perlindungan
hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
1) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan
untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat
dalam peraturan perundang Undangan dengan maksud untuk
mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau
batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.
2) Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir
berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang
diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu
pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana Perlindungan

Hukum ada dua macam, yaitu :

*Secretariat Negara Ri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
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a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum
diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat
bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya
sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya
bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan
bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang
preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam
mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di
Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai
perlindungan hukum preventif.®

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa.’’ Penanganan perlindungan hukum
oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di
Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu
dan Dbersumber dari konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut
sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan

% Philips M. hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, (Surabaya, PT. Bima
[Imu,1987), 2.
*" Ibid, 5.
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kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban
masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari
perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah
prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusiamendapat tempat
utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
Adanya perlindungan hukum bagi konsumen vyaitu
Berfungi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan
secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung
normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus
ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum
menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan
perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang.
Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena
dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman
dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam
pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk
manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat,
kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan
menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Masyarakat

yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benarakan
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mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat
melindungi hakdan kewajiban setiap individu dalam kenyataan
yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh
akan terwujud tujuan hukum secara umum: Kketertiban,
keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran,
dan keadilan.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan
tersebut menimbulkan kepastian hukum.Dengan demikian,
kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama,
adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh
dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang
boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap
individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam
Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam
putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan
hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah

diputuskan.?®

%8peter Mahmud Marzuki. Pengantar llmu Hukum. (Jakarta. Kencana. 2008), 157-158.
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2. Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.? Istilah
konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (inggris amerika),
atau consument/konsument (belanda).Secara harfiah arti kata consumer
adalah setiap orang menggunakan barang.*® Dalam kamus bahasa inggris-
indonesia kata consumer adalah pemakai atau konsumen.®!

Pengertian  konsumen dalam  Rancangan  Undang-Undang
Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia, yaitu: Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau
orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.*?

Menurut Az. Nasution Pengertian konsumen menegaskan beberapa
batasan yaitu :*

1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ jasa

digunakan untuk tujuan tertentu.

» pasal 1, angka 1 (ketentuan umum) undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen

% Celina tri Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: sinar Grafika, 2011), 22.

*13hon. M.echols & hasan sadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1986), 24.

%2Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran
Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ( Jakarta : Yayasan Lembaga
Konsumen, 1981), 2.

3 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta: diabit Media, 2002),
13.
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2) Konsumen antara, setiap orang yang mendapatkan barang dan/ jasa
untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ jasa lain atau
untuk di perdagangkan (tujuan komersial).

3) Konsumen akhir, setiap orang alami yang mendapatkan dan
menggunkan barang dan/jasa untuk tujuan memnuhi kebutuhan
hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk di
perdagangkan kembali (non-komersial).

b. Asas-Asas perlindungan Konsumen
Di dalam UUPK asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2
yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,
keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta
kepastian hukum”.**
Asas-asas tersebut tentu saja bukan hanya sekedar kata-kata belaka,
tapi mempunyai maksud dibaliknya yaitu:

1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
kebutuhan;

2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil;

**Undang-undang pasal 2 tentang perlindungan konsumen
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3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.;

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksukan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
consumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan dan/atau jasa
dan dikonsumsi atau digunakan;

5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperolenh kaeadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum

¢. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk
mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan
tujuan perlindungankonsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 adalah:*

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri;

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa;

3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

»Guanawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2001,), 99.
*® M.sadar,Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Jakarta barat : academia, 2012,), 20.
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4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk
mendapatkan informasi;

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawabdalam berusaha;

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produk barang dan/ataujasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

d. Hak dan Kewajiban perlindungan konsumen.

1) Hak dan kewajiban konsumen.

Menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang perlindungan
konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut :*’

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
menkomsumsi barang dan/atau jasa;

b) Hak untuk memilik barang dan/atau jasa, serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondidi, seta jaminan yang dijanjikan;*®

c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang barang dan/atau jasa;

d) Hak untuk di dengar pendapat daan keluhannya atas barang

dan/atau jasa yang di gunakan;

%" Gunawan widjaja & ahmad yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: gramedia
pustaka, 2000), 29.
*, Ibid, 42.
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e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sangketa perlindungan konsumen secara patut;

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta
tidak diskriminatif;

h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantia, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Jika ada hak tentunya adanya kewajiban, dalam Pasal 5
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengatur tentang kewajiban
konsumen yaitu:

(1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi
keamanan dan keselamatan.

(2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa.

(3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

(4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

Sebelumnya telah kita ketahui bahwa Undang-Undang

Perlindungan Konsumen tidak hanya ditujukan semata-mata untuk
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mengatur hak dan kewajiban konsumen saja, tetapi juga hak dan
kewajiban pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha
juga mendapatkan jaminan hukum dari negara, dan menciptakan
kenyamanan dalam berusaha serta menciptakan keseimbangan antara
pelaku usaha dan konsumen.

2) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.

Pada pokoknya hak dan kewajiban satu pihak terhadap pihak
lainnya lahir dari suatu perjanjian maupun Undang-Undang. Secara
umum telah diketahui bahwa perjanjian tertulis antar konsumen
dengan pelaku usaha tidak dapat dikemukakan, sehingga kebanyakan
orang hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan dari konsumen
yang mempergunakan, memanfaatkan maupun memakai barang
dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.*®

Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-
hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, Undang-Undang
Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan mengenai hak-hak
dan kewajiban-kewajiban. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari
pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pelindungan
Konsumen Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan Pasal 7 (mengenai
kewajiban pelaku usaha) adalah sebagai berikut:*

a) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

% Janos sidobalok, hukum perlindungan konsumen di Indonesia, (bandung : Pt Citra Aditya
Bakti,2014), 31.
*° pasal 6 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.
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b) Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;

c) Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

d) Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;

e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak
jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen
tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada
umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang
sering terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih
rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati
harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam
hal ini adalah harga yang wajar.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku
usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur

dalam Pasal 7 UUPK, yakni :*

* Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.
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(1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

(2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunanaan, perbaikan dan pemeliharaan;

(3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

(4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku;

(5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu, ** serta memberi jaminan
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
dperdagangkan;

(6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan;

(7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak
seseuai dengan perjanjian.

e. Tanggung jawab pelaku usaha
Sebagai konsekuensi hukum dari pelarangan yang diberikan oleh

UUPK, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan

*Yang di maksud dengan Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguiji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat di uji atau di coba tanpa
mengakibatkan kerusakan atau kerugian.
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konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh
pelaku usaha yang merugikan konsumen, memberikan hak kepada
konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban

dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi
atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.43

Didalam UUPK No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

3 pasal yang mengambarkan system tanggung jawab produk dalam

hukum perlindungan konsumen di Indonseia, yaitu ketentuan pasal 19

Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

merumuskan tanggung jawab produsen. Sebagai berikut :**

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.

2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)

hari setelah tanggal transaksi.

* M.sadar, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Jakarta barat : academia, 2012,),65.
*Ppasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur
kesalahan.

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan
tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan
antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggung jawab
masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha
melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan peningkatan
produktifitas dan efisiensi. Sedangkan konsumen hubungannya untuk
memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Maka dalam hal tersebut diatas
pelaku usaha dapat dikenakan pertanggung jawaban apabila barang-
barang yang dibeli oleh konsumen terdapat
a) Konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa

yang diproduksi produsen;

b) Produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal,

c) Bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya. Dengan demikian,
pengertian tanggung jawab pelaku usaha yaitu keadaan yang
disebabkan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan pembuatan

produk yang terjadi karena kesalahan, kelalaian dan kurang hati-hati,
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sehingga mewajibkan pelaku usaha sebagai pembuat produk
menanggung segala akibatnya sebagai resiko dari perbuatan tersebut.
3. Tinjauan Perlindungan konsumen persfektif Hukum Islam
a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau (syariat Islam) ialah kaidah-kaidah hukum yang
mengatur perbuatan dan sikap manusia terhadap dua arah, yaitu mengatur
hubungan manusia dengan Tuhannya (Khaliknya), dan mengatur
hubungan manusia dengan manusia lainnya. Bertolak dari pengertian
tersebut, jelaslah bahwa hukum Islam merupakan hukum yang sangat
lengkap  mengatur  hubungan  manusia dengan  menciptanya
(Khablumminallah), dan hubungan manusia dengan sesama manusia
(Khablumminannaas). Hukum yang mengatur hubungan antara manusia
dengan Penciptanya termasuk dalam tataran hukum ibadah, sedangkan
hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia
masuk dalam tataran hukum muamalaat.Peraturan-peraturan yang
dirumuskan melalui wahyu Allah SWT. Dan sunnah Rasulullah SAW
mengenai tingkah laku manusia yang di akui yang diyakini berlaku

mengikat kepada seluruh umat muslim.*
Sedangkan Mohammad Ali mendefinisikan bahwa Hukum Islam
adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Agama Islam.*
Hukum islam Berkaitan dengan kultur, perdaban, dan realitas sosial dalam

kegiatan jual beliantara masyarakat. Hukum Islam senantiasa menjadi

*Achmad Rofig, pembaharuan hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media,2001), 23.
**Mohammad daud ali, pengantar ilmu Hukum dan hukum islam di indonesia (Jakarta: Pt.Raja
Grafindo,2007), 45.
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hukum yang berlaku didalam berbgi masyarakat musli. Hukum Islam
terdiri atas tiga lapisan norma meliputi norma dasar (al-giyam al-
assiyayah), asas-asas umum (al-usul al-kulliyah), dan peraturan-peraturan
konkret (al-ahkam al-fara iyyah). Peraturan-peraturan hukum konkret
merupakat hasil ijtihad dalam rangka memnuhi kebutuhan hukum saat ini.
Asas hukum islam dalam perubahan peraturan yaitu adanya tuntutan untuk
melakukan perubahan. Peraturan tersebut telah menyangkut substansi
ibadah, dan perubahan baru tertampang oleh nilai-nilai dan asas-asas
syari’ah.”’ Sehingga dapat mencapai maqasid as-shari’ah yang bertujuan
untuk menciptakan suatu kemaslahatan terhadap konsumen muslim.
Kajian Hukum Islam mengandung 2 bidang pokok, yaitu : kajian tentang
perangkat peraturan terperinci yag bersifat amaliah dan harus di ikuti oleh
ummat islam dalam kehidupan beragama atau di sebut figh, dan kajian
tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam
memproduksi perangkat peraturan di sebut Ushul Figih.*®
b. Asas-Asas Hukum Islam

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas
perdagangan/ berbisnis, Hukum Islam menetapkan beberapa asas yang
dijadikan sebagai pedoman dalammelakukan transaksi, yaitu at-tauhid,
istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta’wun,

keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin.

*Mustofa dan abdul wahid, hukum islam kontemporer (Jakarta : Sinar Grafika,2009), 5.
*8 Alaidin koto, filsafat hukum islam (Jakarta: Rajawali Press,2013), 27.
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Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam
Hukum islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan
Allah SWT). Dari asas ini kemudian lahir asas istikhlaf, yang menyatakan
bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari
Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan
kepadanya. Dari asas tauhid juga melahirkan asas al-ihsan (benevolence),
artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan
kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya
untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Dari ketiga asas di atas
melahirkan asas al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta’wun,
keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Menurut pengertian asas-asas
tersebut yaitu:

1) Al-amanah setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa
depan dunia dengan segalaisinya (kholifah fi al-ardhi), oleh karena itu
apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan
manusia dan dihadapan sang pencipta (Allah SWT).

2) Ashshiddiq adalah prilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis
adalah kejujuran.

3) Al-adladalah keadilan, keseimbangan, dan Kkesetaraan Yyang
menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan

harmonisasi segala sesuatu di alam semestaini.
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Al khiyar adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum
Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan
antara pelaku usaha dengan konsumen.

Ta’awun adalah tolong menolong, ta’awun memiliki arti yang sangat
penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang
tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong
antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya
meningkatkan kebaikan dan ketakwaaan kepada Allah SWT.Untuk itu,
dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen
asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.

Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam Hukum Islam ada lima

hal yang wajib dijaga dan dipelihara (al-dharuriyyat alkhamsah), yaitu:

a)
b)
c)
d)

€)

Memeliharaan agama(hifdh al-din),
Memelihara jiwa (hifdhal-nafs),
Memelihara akal (hifdh al-aql),
Memelihara keturunan (hifdh nasl),
Memelihara harta (hifdh al-maal).

Asas At-taradhi (kerelaan). Salah satu syaratsahnya jual beli di

dalam Islam adalah agad atau transaksi. Agad atau transaksi tidak pernah

akan terjadi kecuali dengan shighat (ijab-gabul), yaitu segala hal yang

menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan

pembeli).
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c. Hak dan kewajiban konsumen persfektif Hukum Islam
Jika ditinjau dari Hukum Islam, pemakaian istilah hak itu sendiri
sebenarnya dalam bahasa Arab menempati banyak arti seperti ketetapan,
yang pasti, penjelasan, kebenaran, jatah atau bagian, hakikat dan
kewajiban. Istilah hak oleh para ahli hukum Islam sebagaimana yang
dikemukakan oleh Wahbah Zuhaily yaitu “Suatu sifat kekhususan dimana
dengannya syara’ menetapkan suatu kekuasaan bagi pemiliknya atau

kewajiban atas objeknya”.

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih
yang dikenal dengan istilah khiyar. Melalui hak khiyar ini, Islam
memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk
mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan
agad/ transaksi bisnis atau tidak. Para ulama’ membagi hak khiyar
menjadi tujuh macam vyaitu :*

1) Khiyar majlis, adalah hak untuk memilih melanjutkan atau
membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat
transaksi dan belum terpisa. Khiyar ini terbatas hanya pada akd-akad
yang diselenggarakan oleh dua pihak seperti tukar menukar dalam jual
beli dan ijarah (persewaan) hal ini berdasarkan sabda Raulullah SAW,

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.*

*Hendi suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: rajawali press,2013), 83.
%0 Mardani, figih ekonomi syari;ah (Jakarta: kencana,2010), 106.
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2) Khiyar syarath, adalah hak untuk memilih melanjutkan atau
membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati
atau syarat yeng telah ditetapkan bersama.

3) Khiyar aibi, adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila
obyek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Cacat
yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang adalah cacat
yang dapat menyebabkan turunnya harga.”*

4) Khiyar tadlis, terjadi jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini
pembeli memiliki hak Khiyar selama tiga hari. Di dalam kitab Figh
Empat Madzhab bagian muamalat Abdurrahman Al-Jaziri menyebut
khiyar jenis ini dengan istilah “khiyar al-taghriri al-fi’liyy (khiyar
karena tertipu oleh tindakan penjual).

5) Khiyar ru’yah, adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan
transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum
dilihat pada saat transaksi dilaksanakan. Untuk sahnya transaksi jual
beli/binis disyaratkan barang dan harganya diketahui dengan jelas oleh
penjual dan pembeli. Maka tidak sah menjual atau membeli sesuatu
yang tidak jelas, karena hal itu akan mendatangkan perselisihan.

6) Khiyar alghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil), adalahjika penjual dan
pembeli merasa ditipu maka ia memiliki hak khiyar untuk menarik diri

dari transaksi jual beli/bisnis dan membatalkan transaksi tersebut.

*! Rahmact syafe’i,figih muamalah, (bandung: pustaka setia,2001), 116.
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Khiyar jenis ini pada suatu saat bisa menjadi hak penjual dan pada saat
yang lain bisa juga menjadi hak pembeli.

Khiyar Ta’yin adalah memberikan hak kepada pembeli untuk
memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang
yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga
konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendak

Definisi ini sudah mencakup semua hak, termasuk di dalamnya
hak konsumen dan pelaku usaha. Definisi ini juga menunjukkan bahwa
sumber kepemilikan terhadap hak itu berasal dari syara;.karena hak
dalam pandangan Islam adalah pemberian Allah SWT. Oleh karena itu
suatu hak harus ditentukan oleh hukum syara’ yang mengaturnya.
Dengan demikian hak dalam Islam tidaklah bersifat mutlak dan tanpa
batas, namun ia bersifat terikat dengan harus berada dalam koridor
ketentuan syara’. Persoalan hak konsumen dan pelaku usaha oleh para
ulama dimasukkan dalam bagian hak publik dan hak manusia.

Di dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan. Disni
antara kedua belah pihak konsumen maupun pelaku usaha harus sama-
sama berhati-hati. Diantara sekian banyak hak konsumen yang mendapat
pembahasan dalam kajian figih, maka penulis dapat membutirkannya
sebagai berikut:

a) Hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang benar, jujur,
adil, mendidik dan terhindar dari pemalsuan;

b) Tersedianya hak pilih dan nilai tukar yang wajar;
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¢) Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat;

d) Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa;

e) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalah gunaan
keadaan;

f) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.
Demikian hal yang menyangkut hak-hak konsumen dalam Islam.

Sebagai bentuk keseimbangan, konsumen pun harus dibebani dengan

kewajiban yang walaupun tidak dijelaskan secara spesifik, akan tetapi

penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut:>

(1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;

(2) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau
jasa yang akan dibeli atau digunakan;

(3) Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan
dilandasi rasa saling rela, yang terealisasi dengan adanya ijab dan
gabul;

(4) Mengikuti penyelesaian hukum terhadap sengketa yang terkait dengan
perlindungan konsumen. Untuk dapat mewujudkan perlindungan
terhadap konsumen, disamping hal-hal yang telah dibahas pada
pembahasan sebelumnya, maka hal ini sangat tergantung pula pada
kewajiban dan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha

terhadap konsumen.

52M. Yusri, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam,
Dikutip dari http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/ view/1302/1395 Diakses Tanggal 18
Agustus 2017



http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/
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(5) Berdasarkan hak-hak di atas, dalam kajian figih Islam kebenaran dan
keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan
barang dagangannya menempati kajian yang signifikan. Islam tidak
mengenal istilah bahwa konsumen yang harus berhati-hati atau
sebaliknya pelaku usahalah yang harus berhati-hati. Di dalam Islam
yang berlaku adalah prinsip keseimbangan. Disini antara kedua belah
pihak konsumen maupun pelaku usaha harus sama-sama berhati-hati.

d. Tanggung Jawab pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, segala perbuatan yang dapat merugikan satu
pihak tidak dibatasi pertanggung jawabannya dengan adanya jangka
waktu. Selama kerugian yang ditimbulkan memang benar disebabkan oleh
pihak tersebut, maka pertanggung jawaban tetap ada demi tercapainya asas
keseimbangan yang berlaku.

Adapun Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh
konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak
dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung
jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan
penyebabadanya ganti rugi (dhaman) dapat dibedakan menjadi lima,
yaitu:*

1) Ganti Rugi Karena Perusakan (Dhaman Itlaf) adalah ganti rugi akibat

dari perusakan barang. Ganti rugi itlaf tidak hanya berhubungan

5% Muhammad & Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta:
BPFE, 2004), 235-239.
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dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan
anggota tubuh manusia.

Ganti Rugi Karena Transaksi (Dhaman ‘Aqdin) adalah terjadinya suatu
agad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung
jawab.

Ganti Rugi Karena Perbuatan (Dhaman Wadh’u Yadin) adalah ganti
rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual
apabila barang belum diserahkan dalam sebuah agad yang sah dan
ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin.
Ganti Rugi Karena Penahanan (Dhaman al-Hailulah) adalah
ganti rugi pada jasa penitipan barang (alwadi) jika terjadi kerusakan
atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena
kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi.

Ganti Rugi Karena Tipu daya (Dhaman al-Maghrur) adalah ganti rugi
akibat tipu daya. Dhaman al-maghrur sangat efektif diterapkan dalam
perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat
merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai

akibat dari perbuatannya itu.
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang di gunakan dalam

mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang

ditentukan.>* Jika seorang peneliti melakukan sebuah penelitain, maka

sebelumnya peneliti di tuntut untuk memahami metode dan sistematika

penelitiannya. Dalam penelitian ini menggunkan beberapa teknik atau metode

penelitian yakni sebagai berikut :

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitin kualitatif. Bogdan dan Taylor medefinisikan
metodologi ini dengan prosedur yang menghasilakan data deskriktif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di
amati.”

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah menggunakan
penelitian lapangan (field research) dan analisis dokumen (docomentary
analisys). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memanfaatkan
sumber lapangan untuk memperoleh dokumentasi.®® Dimana tujuan dari
penelitian ini adalah untuk memahami fenomina-fenomina yang terjadi di

lapangan, kemudian memaparkan, menggambarkan dan menganalisa data

>Suharsimi Arkunto, prosedur peneltian suatu pendekatan praktek (jakarta: rineka Cipta, 2002),

126

%5Lexy J Moleong, metode penelitian kualitatif, (Bndung : Remaja Rosdakarya,2011), 4
*Mustika Med, Metode Penelitian Lapangan (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,2004), 1

45
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yang ada. Sifat dari penelitian sendiri adalah menelusuri, memntukan
fakta-fakta atau permasalahan yang mungkin di hadapi dan memberika
penjelasan. Oleh sebab itu, penelitian itu, penelitian ini mengarah pada
jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sedanglan sebagai data berupa kata-
kata yang bersumber pada hasil wawancara, dokumen, gambar, dan
catatan data di lapangan. >’

Selanjutnya jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian
hukum empiris (sosiologis) penelitian hukum sisiologis digunakan untuk
mengethui bagaimana hukum itu di laksanakan termasuk proses
penegakan hukum (law enforcmeent), serta mengungkapkan permasalahan
yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.®

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini Di kemukakan diKec. Besuki kab.Situbondo, peneliti
memilih di lokasi tersebut karena permasalahan yang teliti memang ada
dan terjadi di Kec.Besuki Kab.Situbondo. sebagaimana peneliti paparkan
di latar belakang di atas.

C. Subyek penelitian

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan key informan
dengan teknik purpose sampling yaitu teknik pengambilan responden
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang
tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau

mungkin dia sebagai pengusaha sehingga memudahkan peneliti menjajahi

"Hamidi, Metode Peneltian Kualitatif (Malang : UMM Press,2008),10
8Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian hukum (Jakarta: Rajagrafindo
Persada,2008),134-135
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objek atau situasi sosial yang aka di pilih.>® Ada dua jenis yang di gunakan

dalam penelitian inin, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber

pertama.®® Data primer ini di gunakan sebagai landasan oleh peneliti
dalam meyimpulkan perrmasalahan dariPerlindungan Hukum
Terhadap Pengguna Gas Oplosan Di Kec. Besuki Kab. Situbondo
Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syari’ah.Data primer ini bisa di
peroleh dengan observasi, wawancara, misalnya, mewawancarai salah
satu konsumen yag telah memakai Gas Oplosan yang di anggap paling
tahu tentamg apa yang kita harapkan, yang senantiasa bertujuan
memperoleh informasi yang di peroleh secara langsung dari responden
di lapangan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang tidak diperoleh

secara langsung melainkan dari berbagai literatur yang berhubungan
dengan penelitian. Di dalam penelitian hukum, data sekunder
mencakup Undang-Undang No. 8 tahun 1999 perlindungan
Konsumen, kepustakaan, buku, skripsi, kamus, dan artikel yang

mendukung dalam penelitian ini.

%%Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabeta,2014),54
%9S0erjana Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1986), 12
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D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian
adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan
permasalahn yang di bahas dalam penelitian, maka data yang dikumpulkan
harusalah relevan. Ketepatan dalam memilih metode memungkinkan
diperolehnya data yang obyektf dan sangatt menunjang keberhassilan
penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih banyak
menggunaka teknik observasi, wawancara/interview, dan studi
dokumentasi.®* Adapun teknik dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :
1. Obsevasi

Observasi adalah dasar ilmu penegtahuan. Melalui observasi
peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku dan makna
dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunkan
obbservasi pertisipatif pasif, dimana dalam hal ini peneliti melakukan
penelitian datang ketempat penelitian dan mengamati, tetapi tidak ikut
terlibat dalam kegiatan tersebut.®*Teknik observasi ini dilakukanuntuk
melihat kejadian-kejadian yang terjadi sebenarnya secara langsung

dilapangan, mengetahui orang yang terlibat, waktu kejadian serta

S Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (bandung : pustaka setia,
2009), 131.
$2Munawaroh, Panduan Memahami Metode Penelitian (malang:intemedia,2013),73.
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informasi yang diberikan oleh para pelaku yang di amati tentang
peristiwa yang bersangkutan.®

Oleh karena itu peneliti turun langsung kelapangan melihat
tempat dan keadaan konsumen yang telah menggunakan Gas Oplosan
di kalisat kab. jember agar lebih memahami serta mendalami tentang
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan Gas
Oplosan di Kec. Besuki Kab.Situbondo.

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang
hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan.®*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarai
(interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu®® dengan
tujuan mengumpulkan keterangan secara langsung dari para informan
tersebut.®® Wawancara di lakukan secara baku terbuka, yaitu urutan,
kata-kata, dan cara penyampainnya dilakukan secara sama untuk semua

informan.

®*Burhan Ashshofa, Metoode Penelitian Hukum (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2001),58

% Ashshofa, Metoode Penelitian Hukum (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2001), 59

%J. Lexy Moleong, Penelitian kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 135.
% Ashshofa ,op.cit., him. 95
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2. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data yang di
peroleh dari data yang sudah ada atau tersedia,®’ selain menggunakan
teknik observasi  dan wawancara peneliti juga menggunakan
dokumentasi. Dokumensi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya
menumental dari seseorang.?® dengan demikian maka jelaslah bahwa
metode dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini digunakan oleh
peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasi seperti:

buku-buku, laporan, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya.

E. Analisis data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan
mengurutkan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan uraia
dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan
oleh data.®®Analisa data di lakukan setelah memperoleh data dilapangan.
Data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi,
kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data dengan
menggunakan metode deskriptif. Metode analisis data dekskriptif yaitu
penelitian yang bermaksud untuk membuat deskriptif mengenai situasi-

situasi dan kejadian-kejadian.”

®"Basrowi Dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rieneka Cipta,2008),50
%8Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta,2002), 329
%9). Lexy Moleong, Penelitian Kualitatif (Bandung: Ptremaja Rosdakarya,2008), 280
70y i

Ibid,135
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Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif . milles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis

kualitatif, tiga komponen analisa yaitu:

1.

2.

Reduksi Data (Data Reducation).

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang
muncul dari catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan
adalah menajamkan analisis menggolongkan atau pengkategorisasian
ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga
dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh
data mengenai permasalahan penelitian.

Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah
penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan
informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan,
tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami.
Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan,
hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam
bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang

terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang
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relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki
makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting
menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam
melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara
naratif, akan tetapi disertai proses analisisn yang terus menerussampai
proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses
analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan
dan melakukan verifikasi data.

Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing)

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data
yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan
kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami
makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau
proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu
dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau
verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat
Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan
interaktif, secara bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan
penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah
melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil
penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan

merupakan tahap akhir dari pengolahan data.
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Aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif proses
pengumpulan data sebagai suatu siklus.”* Dalam tahap analisa data
penelitian, penelitian ini menggunakan teknik analisa data interaktif,
yaitu reduki dat, kajian data dan verifikasi data (Penarikan
kesimpulan).

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan
bagaimanaPerlindungan Hukum Terhadap Pengguna Gas Oplosan Di
Kec. Besuki Kab. Situbondo Berdasarkan Undang-Undang No 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi
Syari’ah. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil observasi,
wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-
kata atau kalimat bukan kedalam bentuk angka-angka statistik atau
prosentase seperti penelitian kuantitatif.

F. Keabsahan data
Bagian ini bagaimana usaha-usaha yang hendak di lakukan oleh
peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data yang di peroleh di
lapangan. Dalam validitas data yang di peroleh, peneliti menggunakan
triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data dimana di lakukan pengecekan data dari berbagai sumber
dengan cara dan berbagai waktu, hal tersebut di lakukan dengan cara

sebagai berikut:

"Surtadi Suryabrata, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : PT. Rajagrafindo, cet.VII, 2007),18
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. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil sendiri
. Membandingkan apa yang dikatakan orag yang di depan umum dengan
apa yang dikatakan secara pribadi

Membandingan dengan apa yang dikatakan orng-orang dengan situasi
penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
. Membandingkan keadaan dan berdasarkan orang dengan berbagai
pendapat pandangan orang lain.
. Membnadingakn hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

1. Sejarah Kec. Besuki Kab. Situbondo
Sejarah Kecamatan Besuki di Kabupaten Situbondo, Jatim, yang
bersumber dari peran tokoh Ke Pate Alos dari Pamekasan, Madura, tidak
bisa dilepaskan dari Kraton Solo. Ke Pate Alos yang juga dikenal sebagai
Raden Bagus (RB) Kasim Wirodipuro adalah demang pertama Besuki.
Tokoh yang legendaris di kalangan masyarakat Besuki ini menurut

sejumlah tokoh di wilayah itu memiliki darah keturunan raja-raja di Solo.

Menurut tokoh masyarakat Besuki, Moh. Hasan Nailul IImi, ikatan
nasab ke Solo itu terjalin karena Raden Abdullah Surowikromo, kakek
dari RB Kasim Wirodipuro disebut-sebut sebagai saudara dari Raden
Zaenal Abidin alias Susuhunan Pakubuwono [l. "Saya lakukan
pengecekan ke Madura, tepatnya di Desan Tanjung, Kecamatan
Pademawu, Pamekasan, disebutkan bahwa Rabden Abdullah itu saudara
Pakubowono 11, tapi ketika saya cek ke Kraton Solo disebutkan bahwa
beliau justru putera dari Pakubuwono II," katanya. Mengenai hal itu,
katanya, dia memang belum mendapatkan kepastian. Namun, yang dia
yakini dari sejumlah literatur yang ditemukan arsip nasional di Jakarta, Ke
Pate Alos memang memiliki darah keturunan dari Solo."Makanya tidak
heran kalau keluarga keturunan Ke Pate Alos itu dulunya sangat fasih

berbahasa Jawa tinggi,” katanya. la menjelaskan, Raden Abdullah adalah
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keluarga kerajaan di Solo yang tidak mau kompromi dengan Belanda
kemudian berkelana hingga ke Madura. Anak dari keluarga bangsawan
inilah yang kemudian membabat alas di wilayah yang kemudian disebut
Besuki.

Dalam buku Babad Besoeki yang ditulis sekitar 1882 M, Besuki
dulunya merupakan hutan belantara. Meskipun berada di pinggir laut,
wilayah itu merupakan daerah subur. Sementara pada waktu bersamaan, di
wilayah utara Besuki, yakni di Madura sedang dalam masa paceklik
karena daerah itu tandus. Salah satu yang merasakan kondisi paceklik itu
adalah Raden Abdurahman Wirobroto, putera dari Raden Abdullah
Surowikromo yang tinggal di kawasan yang kini menjadi Desa Tanjung,
Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Dalam buku Babad Besoeki bertulis huruf Arab Pegon dan
berbahasa Jawa yang kemudian diterjemahkan oleh Moh. Hasan Nailul
lImi itu, disebutkan, untuk mengatasi kondisi paceklik berkepanjangan,
Raden Abduramhan mencoba mencari alternatif penghidupan ke selatan
Madura yang kemudian sampai di Besuki. "Beliau waktu itu menggunakan
perahu kecil yang oleh orang Madura disebut perahu kerocok yang
digerakkan dengan dayung. Saat itu tahun 1743 M, Raden Abdurahman
sendiri pergi ke Besuki dan tiba pertama kali di daerah Nambakor. Beliau
sampai tiga kali berkunjung ke Besuki ini," katanya. Sementara pada

naskah Babad Besuki yang ditulis Edy Sudiono dan kawan-kawan
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disebutkan bahwa kapal yang digunakan Raden Abdurahman adalah kapal
tongkang yang dilengkapi dengan layar.

Raden Abdurahman berada di Besuki hingga 1760 dan setelah itu
kembali ke Madura hingga meninggal di Tanjung, Pademawu. Kiprahnya
diteruskan oleh Ke Pate Alos. Moh. Hasan Nailul IImi yang Kini
memimpin jemaah istighasah setiap malam Jumat di makam Ke Pate Alos
tidak hanya gemar mencari koleksi data mengenai sejarah Besuki. la
bahkan memiliki obsesi menggelar kegiatan setiap 12 Robiul Awal.
Tradisi itu merupakan kegiatan rakyat yang digelar oleh Ke Pate Alos
dengan nama "Bupak Bumi".

Tidak begitu jelas apa arti dari kedua kata itu. Hasan hanya
menjelaskan bahwa acara itu digelar di arena terbuka yang diikuti oleh
masyarakat Besuki dengan berbagai macam hiburan. Mengenai
kemungkinan ada penolakan dari tokoh agama, ia mengemukakan, acara
itu harus dikemas secara Islami. "Tujuannya bukan apa-apa, tapi untuk
menyadarkan masyarakat Besuki bahwa mereka itu memiliki sejarah besar
di masa lalu," katanya.

Pemkab Situbondo sendiri beralasan kesulitan menangani benda
peninggalan sejarah di Kota Kecamatan Besuki, karena ada yang dikuasai
perorangan."Ada beberapa peninggalan sejarah Besuki yang dikuasai
perorangan atau yayasan. Seperti Makam ke Pate Alos kini dikelola oleh
yayasan sehingga Pemkab kesulitan menangani,” kata Kepala Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Situbondo, Agus
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Cahyono. la mengemukakan, Pemkab akan lebih leluasa mengelola aset
itu jika memang keberadaannya menjadi "milik™ pemerintah daerah. Kalau
dikelola oleh yayasan, ia mengaku pemkab susah untuk "masuk".
"Sementara aset berupa bangunan kuno bekas karesidenan yang ada di
sebelah timur kantor Polsek, kami masih melacak kepemilikan tanah di
tempat itu, sementara bekas kantor kewedanan yang di selatan alun-alun
kini memang dikelola pemkab," katanya. la mengemukakan, bekas kantor
kewedanan itu kini sebagian ditempati untuk kantor SMA Negeri 1 Besuki
yang memang baru berdiri. Penggunaan itu dianggap tidak masalah karena
tidak mengubah bangunan aslinya."Kami berupaya nantinya gedung itu
akan kami jadikan perpustakaan,” katanya singkat.la mengakui bahwa
Kota Besuki dulu pernah menjadi kabupaten dan keresidenan, dan
menyimpan banyak aset bernilai sejarah tinggi. Namun, untuk
membuktikannya dia merasa kesulitan mendapat sumber informasinya,

kecuali hanya melalui cerita di masyarakat.
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72 Adbul Hadi, Babad Besoeki, (Besuki : Press , 2014), 5-9



59

2. Keadaan geografis

Kota Besuki merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di
Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Besuki memiliki luas wilayah
26,41 km2 dengan jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 62.296 jiwa,
sehingga kepadatan penduduknya mencapai 2.359 jiwa per km2,
merupakan kecamatan dengan yang paling padat penduduknya di
Kabupaten Situbondo jauh melebihi kepadatan penduduk Kecamatan
Situbondo 1.707 jiwa per km2.

Batas-batas wilayah Kota Besuki meliputi sebelah utara dengan
Selat Madura, sebelah barat dengan Kecamatan Banyuglugur, sebelah
selatan dengan Kecamatan Jatibanteng dan Sumbermalang, dan sebelah
timur dengan Kecamatan Suboh.

Kota Besuki meliputi 10 desa/kelurahan, yaitu Besuki, Blimbing,
Bloro, Demung, Jetis, Kalimas, Langkap, Pesisir, Sumberejo dam Widoro
Payung.”

3. Keadaan demografis

Keadaan demografi Keadaan kependudukan kecamatan besuki
sangat padat, bisa dilihat dari fakta tempat tinggal mereka. Dari data yang
diperoleh secara garis besar bahwa keseluruhan jumlah penduduk tiap
Desa adalah 5406 penduduk, dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 2659
orang dan sebanyak 2747 orang berjenis kelamin perempuan. Sebanyak

171 KK (kepala keluarga). Penduduk asli kecamatan besuki adalah orang

™ Dokumentasi , Kecamatan Besuki, 11 Agutsus 2017
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Madura, dan ada sebagian orang yang merantau didesa ini seperti orang
Banyuwangi, orang Malang, dan lain-lain. Mata pencaharian warga adalah
sebagian besar berwiraswasta, yaitu sebagai pedagang kaki lima, sebagai
tukang becak, pengrajin tempe, pengrajin tape, berjualan di pasar,
berjualan, ditoko, kuli bangunan dan lain-lain. Dan sebagian kecil ada
yang bertani, dan kebanyakan disini petani sawah bukan petani kebun.
Pendidikan yang diampuh oleh masyarakat kecamatan besuki
setelah Penulis data adalah mayoritas warga setiap desa yang terletak di di
kecamatan besuki yang berbatas usia 40 (empat puluh) tahunan, mereka
sanggup mengenyam jenjang pendidikan sampai SMA, sedangkan warga
yang usia lebih dari 40 (empat puluh) tahun mereka belum mengenyam
pendidikan sampai SMA, hal itu dikarenakan masyarakat yang berusia 40
tahun lebih belum mengenal pendidikan. Dan hingga sekarang keadaan
pendidikan di kecamatan besuki sudah sangat membaik dan tingkat paling
rendah pendidikan yang dienyam warga adalah minoritas paling rendah

adalah tingkat SMA.™

’* Dokumentasi, Kecamatan Besuki, 11 Agustus 2017
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4. Struktur organisasi Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
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a. Camat adalah merupakan pemimpin kecamatan. Camat berkedudukan
sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati
melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Camat diangkat oleh bupati/
walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai
negeri sipil yang memenuhi syarat. Tugas camat adalah melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai
karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan
kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang -
undangan.Seperti halnya desa, struktur organisasi di satu kecamatan
dengan kecamatan lainnya juga belum tentu sama. Seksi - seksi yang
ada juga dapat berlainan. Hal ini karena antara satu kecamatan dengan
kecamatan lainnya memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda -

beda. Oleh karena itu, struktur organisasi yang ada harus disesuaikan
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dengan kebutuhan dan kondisi masing - masing kecamatan. Camat
adalah  kepala  pemerintahan  kecamatan  yang  bertugas
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan segala bidang, dan
memelihara keamanan serta ketenteraman masyarakat kecamatan.

b. Sekretaris Kecamatan (Sekcam). Sekcam memimpin sekretariat
kecamatan yang berada di bawah camat dan bertanggung jawab
langsung kepada camat. Tugasnya membantu camat di bidang
administrasi dan pelayanan umum.

c. Seksi seksi. Dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu beberapa
kepala seksi. Kepala seksi sebagai pembantu dan pelaksana tugas
camat sesuai bidangnya masing-masing. Untuk urusan teknis seperti
melayani surat menyurat, mengirim undangan, mencatat keluar
masuknya keuangan dan lainnya, diserahkan kepada staff pegawai
kecamatan.dan Dalam menjaga keamanan, camat dibantu oleh
kepolisian sektor (Polsek) yang dikepalai kepala Kepolisian Sektor
(Kapolsek). Camat juga dibantu Komando Rayon Militer (Koramil)
yang dikepalai oleh Komandan Rayon Militer (Danramil). Camat,
Kapolsek, dan Dan ramil disebut muspika (musyawarah pimpinan
kecamatan).”

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
Sebagaimana di jelaskan pada pembahasan sebelumnya, penelitian ini

mengunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat

> Dokumentasi , Kecamatan Besuki, 21 Agustus2017
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untuk memporoleh data mendukung, setelah mengalami proses peralihan data
sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan di sajikan
data-data yang mengacu pada focus penelitain sebagai berikut :

1. Realita Gas Oplosan Di Kec. Besuki Kab.Situbondo

Kecamatan besuki salah satu kasus yang terbaru adalah pengguna
gas Oplosan dimana pengoplosan elpiji 3 kilogram yang membuat resah
warga masyarakat khususnya warga situbondo.

Di Indonesia, Nasib konsumen masih tertatih-tatih hal ini
menyangkut kepentingan konsumen masih sangat miskin. Dari pemakai
Gas oplosan saat ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari
hari terutama untuk memasak, semenjak program konversi minyak tanah
ke gas hampir semua masyarakat menggunakan tabung gas untuk
memasak dirumah, di tempat usaha, dikantor, direstoran dan lain lain.
Dengan tingginya angka penggunaan ini tentunya permintaan akan tabung
sangat tinggi, tentunya ini akan menjadi prospek bisnis atau usaha yang
menjanjikan karena tabung gas sudah menjadi kebutuhan utama bagi
masyarakat khususnya Kecamatan Situbondo.

berjualan secara jujur maupun OKNUM yang mengutamakan
keuntungan diatas segalanya dengan melakukan cara cara pintas yang
kurang pantas tanpa pernah memikirkan akibat akibat yang ditimbulkan

bagi pengguna tabung gas yaitu konsumen.
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Sebagaimana yang dikatakan ibu sutriani selaku pengguna Gas
Oplosan, Desa Kesambi Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo,
menyatakan :

Guleh tak oning kiah nikah gas oplosan napah bunten,
polanah gas guleh biasanah ekunakin duminggu ping, jadwel
masak biasanah dukaleh, nah mun angken ampon bideh, tak depak
tello areh ampon tadek, guleh ki sering rasanan ka oreng-oreng
bedeh napah gas guleh, guleh mun senikah meloloh kan rogi,
masak melleah gas meloloh, engki mun andik obeng. guleh
mellenah biasanah ka toko p.vivin pasar kojuk. Biasanah tak oning
senikah lalambe’en. Teros beunah kruah pole laenan. Guleh takok
kedduk meloloh mun pon beuen.

(Saya belom tau betul tentang gas oplosan, sehingga gas
yang di pakai itu gas oplosan apa tidak, biasanya Gas yang saya
gunakan selama 2 minggu nak, dengan jadwal masak 2 kali dalam
sehari, nah kalau sekarang sudah tidak lagi, gas yang digunakan
ibu sutriani tersebut habis d selama 3 hari. Saya sering berkeluh
kesah kepada tetangga sekitarnya, ada apa dengan gasnya, beliau
merasa rugi jika gasnya selalu habis bukan pada waktunya, karena
saat tidak mungkin jika saya beli gas terus-menurus, iya kalau
punya uang. Biasanya beli gas itu di tokonya bapak vivin yang
beralamat desa belimbing pasar kojuk, baru ahir-akhir ini saya
mengalami seperti itu. Beda lagi dengan bau gasnya, baunya sangat
menyengit, sehingga saya takut meledak jika menggunakan gas
oplosan itu).”

Hasil peneliti melakukan wawancara kepada ibu sutriani
bahwasannya konsumen tidak tau adanya keselamatan dan bahaya
pengguna gas Oplosan, hanya berkeluh saja sebab gas yang dipakai
tersebut sudah habis belum tepat waktunya. Selanjutnya peneliti juga
wawancara kepada Ibu Lusi yang beralamat di desa belimbing kerajan
kecamatan besuki, berjualan gorengan di pasar kojuk setiap, selaku

konsumen dari Gas Oplosan, menyatakan :

7® Sutriani,Wawancara, Desa Kesambi, 12 Agustus 2017
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Engkok lalambek terro oningah gas engkok riah, polanah
neng tivi-tivi kan seteah bedeh gas oplosan can, gas engkok lakoh
tadek delem sehari, berik melleh kalakku 'nah tadek lah, engkok
mellen duween kan, settongnang kebey sempenan kadek, mun
juelen ping pas angguy gas settong takok sanlah rammih roah tak
kacapok mun gun angguy settoong. Seteah bukkak nah totopah
roah pua langsung abukkak, biasanah engkok angguy ladding
kadeng nyoro lakeh, reah mabarek teppak ka gas dekyeh kiah, can
engkok perak tangdik se trapas. Engkok ngarep bedeh pemerintah
setaoh tentang gas reah, karna engkok ketipu angguy gas trapas
engak riah.

(saya dari dulu pengen tau gas yang di pakai saya ini,
soalnya di televisi sudah maraknya ada gas Oplosan. Gas yang di
pakai saya ini sering habis dalam sehari, kemaren beli kebesokan
harinya sudah habis, saya beli dua, satunya buat cadangan dulu,
kalau jualan nak pakai gas satu ,takutnya ketika rame saya tidak
bisa melayani yang lain. Sekarang buka segelnya mudah, padahal
sebelumnya untuk melepas segel masih menggunakan pisau atau
menyuruh kepada suami, dibaratnya rumah saya ini juga
menggunakan gas oplosan, tidak hanya punya saya yang cepet
habis punya tetanngga juga seperti itu. Saya berharap ada
pemerintah yang tau tentang gas ini karena saya merasa ketipu
dengan adanya gas yang cepet habis ini)."’

Selanjutnya peneliti wawancara kepada Ibu Parti yang beralamat
Desa Krajan Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang masih
bersaudara dengan Ibu Lusi, mengaku memperkuat apa yang telah di

sampaikan Ibu Lusi itu memang bener, Ibu Parti menyakatan :

Gas guleh nikah pole lakoh sering tadek ping, kadeng mun
teppak ka se asli paleng yeh mun gun 2 minggu lebbi roah kik
bedeh, mun pon teppak ka palsu engak din guleh sappen tak depak
seminggu kanah la tadek, padahal jarang ngangguyeh guleh jek
tak endik keluarga pole. Napah khi mak snikah, guleh taker kibeh
ka toko nikah pole soro tembeng tapeh tembengnah pas can. Keng
sanlah keconcang bik dissak munyinah laenan engak se benyak
aengah roah, se guleh katakok sanlah ngodiin kompor ping,
apoyyah rajah, pas monyinah laenan, guleh takok ledduin kan
mangken benyak se ledduin perrenah gas nikah.

"7 Parti, Wawancara, Krajan,12 Agustus 2017
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(Gas yag di pakai saya ini sering habis nak, kalau yang asli
dipakai sampai 2 minggu lebih tapi kalau yang palsu tidak sampai
1 minggu aja sudah habis, padahal saya jarang memakai gas
soalnya hanya hidup sendiri. Ada apa ya? Saya sudah bawa ke toko
yang beli gas itu, minta di timbang lagi, ternyata timbangnnya
sama dengan yang asli akan tetapi bunyi dari isi gas itu yang beda
kayak ada campuran airnya. ketika menghidupkan kompor, apinya
sangat besar juga bunyi dari gas itu beda, saya takut meledak
karena sekarang sudah sering terjadi meledaknya tentang gas).”

Dapat di tarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas bahwa
ketidaktahuan konsumen terhadap Gas Oplosan yang dipakai dalam
kesehariannya, sehingga konsumen tertipu dengan segel yang palsu dan
berat pada gas yang di pakai selama menggunakan gas tersebut. Akan
tetapi tidak hanya tidak hanya pelaku usaha yang salah namun konsumen
juga harus lebih teliti lagi dalam membeli suatu barang. konsumen lebih
mengamati produk yang dibelinya jangan sampai tertipu.

Banyaknya peredaran tabung gas tiga kilogram yang diduga
oplosan ternyata juga berdampak terhadap Agen. Salah satu seorang agen

gas di Pasar Besuki, Abdul Karim menyatakan :

“Saya juga sering mendapat protes dari pelanggan dalam
Akhir-Akhir ini. Akibatnya, banyak kehilangan pelanggan
beberapa pekan akhir. biasanya, sebelum membeli gas, pelanggan
memilih tabung dengan menimbang tabung itu lebih dahulu. Kalau
pelanggan merasa tabung itu agak ringan, maka mereka tidak akan
membeli tabung itu. Kami juga tidak tahu, kenapa bisa terjadi
begitu, Secara umum, ukuran tabung gas ukuran yang terisi
memiliki berat total delapan kilogram. Yang beredar di pasaran,
banyak berukuran kurang dari delapan kilogram. Saya meminta,
pihak-pihak terakait untuk segera melakukan pengawasan dan
pengecekan langsung terhadap peredaran tabung gas itu”.”
Sesuai dengan pernyataan-pernyataan di atas Dengan maraknya

"8 Lusi, Wawancara, Krajan, 14 Agustus 2017
" Abdul Karim, Wawancara, Besuki, 12 Agustus 2017
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Dari wawancara di atas bahwasannya Agen disini belum tau
dengan ukuran berat gas yang dia jual, pembeli sering protes masalah gas

ini karena agen tidak menjual gas yang sesuai dengan semestinya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di kec. Besuki kab.
Situbondo mengenai adanya gas oplosan itu memang ada karena disaat
peliti melakukan observasi di setiap para konsumen, konsumen
menyebutkan ciri-ciri gas nya itu sama dengan gas oplosan yang maraknya
di media sosial. Dan peneliti menanyakan hal serupa dengan wawancara
tentang perlindungan hukum konsumen menjawabnya tidak paham betul
dengan adanya perlindungan hukum bahwasannya apabila mendapatkan
kerugian dan memakai barang yang membahayan itu konsumen
mendapatkan perlindungan hukum karena konsumen adalah yang

dilindungi oleh hukum.®

Dapat di tarik kesimpulan hasil dari semua wawancara dan
observasi di atas adalah kurangnya kesadaran masyarakat khususnya Kec.
Besuki Kab. Situbondo, sehingga adanya perlindungan hukum itu sangat
perlu di terapkan, akan tetapi Kecamatan Besuki belum sesuia dengan
peraturan perlindungan hukum yang diakibatkan oleh minimnya informasi
terhadap gas Oplosan yang di perdagangkan. Sehingga konsumen merasa
dirugikan oleh pelaku usaha . Dalam perlindungan hukum berhak untuk
mendapatkan hak atas rasa aman, informasi yang jelas tentang barang

yang dibeli demi keselamatanya dan ganti rugi yang diperoleh jika terjadi

% Observasi, Besuki, 13 agustus 2017
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ledakan akibat kerusakan dan kecacatan terhadap pemakai barang,
Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan
oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara
pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak
manapun. Dan juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk tidak
memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar kualitas, dan barang
yang tidak sesuai dengan berat netto terutama dalam pengisian gas elpiji
dalam tabung gas. Karena saat ini pelaku usaha masih banyak yang
kurang mempehatikan kualitas regulator yang diperdagangkan dan isi dari
gas elpiji dalam tabung. Dalam kaitanya dengan perbuatan melangar
hukum vyang dilakukan pelaku usaha, diatur dalam pasal 1365
KUHPerdata yang menyatakan:“perbuatan melangar hukum yang
membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena
kesalahanya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.®
Dan berdasarkan Pasal 1367ayat (1) yang berbunyi “seseorang tidak hanya
bertangung jawab karena perbuatanya sendiri, tetapi juga untuk kerugian

yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tangunganya atau

disebabkan oleh barang yang dibawah pengawasanya.®

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Gas Oplosan Di Kec.
Besuki Kab. Situbondo Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999.
Di dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen, perlindungan konsumen didefinisikan ‘“segala upaya” yang

8 pasal 1356 KUH Perdata
82 pasal 1357 KUH Perdata
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menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan
hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek
hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan hukum itu bukan
sekedar fisik melainkan termasuk juga hak-haknya bersifat abstrak.
Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan
perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Membahas tentang perlindungan hukum maka membahas tentang
hak-hak konsumen pula. Secara umum dikenal 4 hak dasar konsumen
yang diakui secara internasional. Hak-hak yang dimaksud adalah:

a) Hak untuk mendapatkan keamanan

Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau
jasa adalah memperoleh manfaat dari barang/jasa yang di konsumsinya
tersebut. Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam
keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh lbu Wardah. 1Ibu
Wardah adalah konsumen gas elpiji berusia 54 tahun, yang beralamat
di Langkap barat, Kecamatan Besuki, menyatakan :

“Saya tidak mengetahui adanya Gas oplosan sekarang
ini, tapi saya tidak nyaman memakainya, Karena selama ini
saya boros, karena belum waktunya sudah habis. saya tidak
mengetahui bahwa sebagai konsumen gas elpiji hak-haknya

dilindungi oleh hukum. Saya juga tidak mengetahui pihak-
pihak yang melindungi haknya. Meminta kebaikan hati
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pemerintahlah yang menjadi senjata saya, karena saya merasa

tidak nyaman dengan adanya gas oplosan ini yang beredar di

masyarakat karena selain merugikan saya dan juga

membahayakan, Apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan
oleh tabung gas Oplosan ini. Ya saya bisa melapurkan kepada
pak RT saja.”®

Hasil wawancara diatas bahwa Ibu Warda tidak nyaman dalam
memakai gas oplosan ini, karena ada unsur yang membayakan. Dan
jika mengalami ledakan pada gas tersebut, ibu warda meminta
pertanggung jawaban atas ketidaknyaman, dan keamanan pada
pengguna gas oplosan tersebut.

b) Hak untuk mendapatkan informasi;

Setiap produk yang di perkenalkan kepada konsumen harus
disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbgai
media, atau mencamcumkan dalam produk (barang). hal ini bertujuan
agar konsumen tida mendapatkan pandangan dan gambaran yang keliru
atas produk barang dan jasa.

Hal ini sangat penting, karena kelangkaan ataupun kekeliruan
memberikan informasi akan memberikan gambaran yang salah dan
membahayakan bagi konsumen. Hak atas informasi ini, konsumen
perlu waspada mengingat seringnya pihak produsen/pedangang
melakukan penyampaian infomasi secara berlebihan. Sehingga dalam

banyak hal pihak produsen/pedagang tanpa tersadar sering mendorong

konsumen untuk bertindak tidak lagi rasionil. Untuk itu konsumen

8\Wardah, Wawancara, Langkap Barat, 14 Agustus 2017
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perlu selektif terhadap informasi yang diberikan dan berusaha
mencocokan dengan kenyataan yang ada pada produk tersebut.

Sebagimana yang telah dikatakan oleh Ibu Tutik, Guru kelas 3
SD Belimbing Besuki, umur 52 yang beralamat di Desa Rawan
Kecamatan Besuki, menyatakan :

“Saya sebelumnya tidak ada sosialisasi mengenai
Undang-Undang Perlindungan  Konsumen. saya hanya
mengetahui tata cara penggunaan tabung gas ini. Saya hanya
mengetahui ajakan menggunakan Gas melalui iklan di televisi.
Saya tidak mengetahui kalau ada pamphlet maupun poster yang
berhubungan dengan tabung gas. Selama menggunakan tabung
gas elpiji. Saya sih merasa aman dan nyaman saja selama
menggunakan gas elpiji, tidak lain karena setiap permasalahan
selama ini yang saya temui mengenai tabung gas elpiji
bermasalah saya tangani sendiri. Permasalahan tersebut antara
lain : menemui tabung gas elpiji yang beratnya tidak seperti
biasanya tabung gas yang ketika dipasangi regulator langsung
berdesis, dan klem yang bermasalah. Saya menyesalkan juga
karena pada tabung gas elpiji tidak ada petunjuk

pemakaiannya”.*

Hasil wawancara diatas bahwa konsumen masih rendah
mendapatkan informasi tentang adanya pamphlet maupun poster yang
berhubungan dengan tabung gas

¢) Hak untuk memilih;

Konsumen memiliki hak untuk mengakses, untuk memilih
produk/jasa pada tingkat harga dan wajar. Konsumen tidak boleh
ditekan atau di paksa atau di paksa utruk melaukan pilihan tertentu

yang akan merugikan dirinya.

8 Tutik, Wawancara, Rawan, 18 Agustus 2017



72

Pernyataan lain mengenai apa yang telah di paparkan di atas
yaitu Ibu Sugik konsumen gas Oplosan yang berusia 48 tahun yang
beramalat di jln Nogosromo no 22 , RT 01, RW O0Il, Kelurahan
Belimbing sagaran, Kecamatan Besuki, Kab. Situbondo. menyatakan :

“Saya membeli gas toko pak hardin sebelah rumah saya
tidak merasa di tekan karena tergantung pada pembelinya mau
pilih yang mana saja. Akan tetapi jika mengalami kerusakan
bisa di kembalikan lagi, karena pak hardi siap menanggungnya.

Saya tidak mengetahui gas membayakan bagi konsumen,

namun tidak begitu mengerti dengan jelas isi dari gas Oplosan

tersebut. Saya juga tidak mengetahui mana gas yang asli dan
mana gas yang palsu, semuanya sama yang di jual toko-toko itu.

Saya takut keliru dala memilih makanya pilih dengan sesuai hati

saja. Tetapi saya tau memakai elpiji secara baik dan benar.

Aturan-aturannya saya tau, saya bener-bener tidak mengetahui

bahwa adanya perlindungan hukum sebagai konsumen gas

elpiji yang dilindungi oleh hukum. Dan saya tidak mengetahui
tentang hak memiilih barang itu dilindungi oleh hukum.®
Bahwasannya konsumen tidak merasa ditekankan oleh pelaku
usaha dimana konsumen membelinya dengan cara memilih sesuai
sendiri hasil wawancara ini sesuai denga pasal 4 tentang hak Undang-
Undang No 8 Tahun 1999.
d) Hak untuk didengar;

Hak ini dimaksudkan sebagai jaminan bahwa kepentingan
pendapat, serta keluhan konsumen harus diperhatikan oleh pemerintah,
produsen maupun pedagang. Hak untuk didengar dapat diungkapkan
olen konsumen dengan cara mengadu kepada produsen/ penjual/

instansi yang terkait. Dan konsumen perlu memanfaatkan hak untuk

didengarnya dengan baik serta optimal. Hal ini dirasa perlu, karena

8 Sugik, Wawancara, Jetis, 18 Agustus 2017
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dari pengalaman sehari-hari terlihat, bahwa hak untuk didengar ini
belum dimanfaatkan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ibu Darmi berusia 53 yang
berlamat di Desa Jetis Kec. Besuki Kab. Situbondo, Sebagaimana yang
telah disampaikan dalam kutipan ini :

“Saya kurang begitu mengerti tentang tata cara
penggunaan tabung gas elpiji dengan baik dan benar, hanya
tahu dasar-dasarnya saja. Saya dalam kesehariannya membeli
tabung gas elpiji dari sepeda motor . Berkaitan dengan
Perlindungan Hukum mengaku merasa mempunyai hak-hak
tertentu. Hak-hak tersebut dirasa sangat penting untuk
dilindungi dan ditegakkan, akan tetapi saya tidak mengetahui
pihak yang harus memperjuangkan hak-haknya sebagai
konsumen gas elpiji. Berdasarkan apabila terjadi kecelakaan
seputar tabung gas tersebut, Ibu Darmi hanya pasrah dan
menunggu kebaikan hati dari pemerintah. Ibu Darmi akan terus
menggunakan elpiji karena dirasa bahan bakar yang paling
terjangkau saat ini, walaupun Gas tersebut telah banyak
merugikan saya, akan tetapi hanya Gas ini yang bisa membantu
saya ketika sedang masak.®.

Hasil dari wawancara di atas belum sesuai dengan pasal 4
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 karena konsumen harus di
perhatikan oleh pemerintah dan produsen sebab konsumen banyak
keluhan dengan adanya gas Oplosan.

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/atau
jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang
diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis

dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan

8 Darmi, Wawancara, jetis, 16 Agustus 2017
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yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. Untuk
memperoleh ganti kerugian, konsumen tidak selalu harus menempuh
upaya hukum terlebih dahulu. Jika permintaan yang diajukan konsumen
dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak pihak terkait
dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan
penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain, konsumen
berhak menuntut pertanggung jawaban hukum dari pihak-pihak yang
dipandang merugikan karena menggunakan bahan yang membahayakan.

Berdasarkan hasil observasi Berkaitan dengan perlindungan
konsumen berarti mengenai tentang hak-hak konsumen, konsumen
mempunyai hak dalam menggunakan gas Oplosan itu. Pengetahuan akan
hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat
bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri sehingga ia dapat
bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya ketika ia
menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.®’

Beberapa hasil wawancara yang dikemukakan oleh peneliti, dapat
ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya Gas Oplosan tersebut perlu
adanya pengawasan dari pemerintah, pengawasan adalah proses kegiatan
yang terus menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang
sudah dilaksanakan, kemudian mengkoreksi apakah pelaksanaannya sudah
sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Selain itu, pengawasan

merupakan proses pengkoreksian pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan

¥ Observasi, Besuki, 19 Agustus 2017
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yang ingin dicapai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat
menunjukkan sampai mana kegiatan tersebut berjalan atau dilakukan,
sehingga mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Berbicara mengenai arti pengawasan, maka hal ini sangat erat
kaitannya dengan peran pemerintah. Supaya bagi pengguna gas Oplosan
tidak merasa dirugikan, hendaknya diperlukan pengawasan yang lebih
efektif disamping untuk mengendalikan Gas Oplosan yang mengandung
bahan berbahaya di daerah Kec. Besuki Kab.Situbondo khususnya. Sejalan
dengan hal tersebut.

Seperti wawancara peneliti lakukan kepada Bapak Hamdan
Hamdalah (staff harian Ip2k Kec. Besuki Kab.Situbondo). Beliau
mengatakatan:

“Selama ini kesadaran masyarakat Kota Situbondo tentang

Perlindungan Hukum sebagai konsumen gas elpiji masih sangat

rendah. Faktor lain yang menjadi bukti lemahnya kesadaran

masyarakat ialah masyarakat tetap memakai perangkat penggunaan
kompor gas yang telah usang dan tidak layak pakai. Perangkat
tersebut seharusnya diganti dengan yang baru guna keamanan dan
keselamatan konsumen gas elpiji itu sendiri. Dan masih belom
teliti untuk memakai gas elpiji, Karena bedanya gas elpiji yang asli
sama yang palsu (Oplosan) sangat banyak sekali, cuman
masyarakatnya Situbondo ini kurang jeli untuk membedakan mana
yang asli dan mana yang palsu. Konsumen gas elpiji seharusnya
peduli dengan hak-hak serta kewajibannya menurut Undang-

Undang. Bentuk kelalailan dan keteledoran masyarakat adalah

penyebab lemahnya kesadaran hukum masyarakat Kecamatan

Besuki akan hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji.”®

Berdasarkan hasil observasi dapat dikatakan PT. Pertamina

(persero) telah cukup melakukan berbagai macam upaya guna mewujutkan

8 Hamdan, Wawancara, Banyublugur, 18 Agustus 2017
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pelaksanaan perlindungan konsumen yang baik dan kondusif. Beberapa

upaya itu antara lain: telah dilakukannya sosialisasi penggunaan dan

bahaya elpiji di masing-masing kelurahan di Kec. Besuki Kab.Situbondo,
memberikan ganti kerugian yang pantas terhadap korban kecelakaan yang
disebabkan oleh tabung gas elpiji sebagai bentuk pertanggung jawaban PT.

Pertamina (persero). PT. Pertamina (persero) memberikan ganti kerugian

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang menjadi ukuran Kkorban

kecelakaan layak tidaknya korban mendapat ganti kerugian dari PT.

Pertamina (persero), antara lain :*°

a. Bahwa ledakan gas Oplosan tersebut berasal dari kecelakaan murni.
Bukan factor kelalaian dari korban yang menyebabkan kecelakaan
tersebut;

b. Bahwa ledakan tabung gas elpiji Oplosan tersebut bukan berasal dari
perangkat atau aksesorisgas yang merupakan dari perangkat konversi
yang sudah diganti.

Kriteria dalam memberikan ganti kerugian, PT. Pertamina
(persero) tidak memberikan batasan-batasan untuk mengganti kerugian
korban kecelakaan akibat elpiji, PT. Pertamina (persero) tetap akan
mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh konsumen yang menjadi
korban. Keterangan lainnya semua usaha yang telah dilakukan PT.
Pertamina (Persero) tidak lain adalah upaya untuk mewujudkan kesadaran

masyarakat untuk meminimalisir adanya kecelakaan dan kerugian akibat

% Observasi, Besuki, 19 Agustus 2017
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tabung gas elpiji. Segala upaya pemberdayaan konsumen yang dilakukan
oleh PT. Pertamina tidak berhenti begitu saja. Upaya itu antara lain: tips
menggunakan Gas Oplosan secara aman, selain itu adanya poster-poster
dan pamflet yang terdapat pada SPBE, Agen elpiji , dan pangkalan elpiji.

Selanjutnya Peneliti meminta keterangan Bapak H. Aminullah
(Kabid Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat, LP2K Situbondo)

“Menurut Bapak Amin kesadaran hukum masyarakat Kota
Situbondo sangatlah rendah. Rendahnya kesadaran hukum
masyarakat itu sendiri disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:
kurangnya pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Besuki |,
rasa acuh tak acuhnya masyarakat terhadap keluhan Kkecil,
ketidaktahuan masyarakat tentang tatacara dan prosedur pengaduan
keluhan, kurangnya rasa solidaritas antar sesama konsumen gas
elpiji, rendahnya empati masyarakat perkotaan, serta kurangnya
pemberdayaan konsumen oleh pemerintah Kecamatan Besuki.
Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Besuki sebenarnya dapat
ditumbuhkan, tetapi semuanya itu butuh proses. Pengorbanan yang
harus ditaruhkan untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat
Kecamatan Besuki agar sadar tentang hak-haknya sebagai
konsumen gas elpiji tidaklah sedikit. Semua itu karena selain
beberapa faktor yang berasal dari diri konsumen itu sendiri, juga
berasal dari dukungan berbagai pihak. Selama ini terbukti bahwa
kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Besuki masih kurang
dengan tidak adanya aduan ke LP2K sejak pertengahan tahun 2014.
Pada awal tahun 2014 konsumen gencar menyatakan keluhan ke
LP2K, mungkin dikarenakan karena program konversi minyak
tanah ke gas masih hangat-hangatnya. Permasalahan yang sering
dikeluhkan konsumen pada waktu itu anatara lain: kualitas kompor,
selang dan regulator yang kurang baik, isi gas kurang dari 3Kg
harga belum ada HETnya, sering terjadinya kelangkaan tabung gas
elpiji di masyarakat.”*

Dari wawancara dan observasi di atas bahwa hak konsumen
dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 saat sekarang ini masih belum

dijalankan dengan semestinya meskipun sudah diberlakukan Undang-

%Aminullah, Wawancara, Banyublugur, 18 Agustus 2017
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undang tersebut tetapi masih banyak masyarakat yang belum
mendapatkan haknya dengan semestinya. Sesuai dengan pasal 4 Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa hak-hak Konsumen itu
adalah suatu individu berhak untuk mendapatkan perlindungan,
mengeluarkan pendapat, berhak untuk bertindak, berhak untuk mendapat
pendidikan, berhak atas kenyamanan dan berhak memilih sesuai dengan
keinginannya dalam kenyataanya hal semacam ini masih terabaikan dan
belum berjalan dengan semestinya.Undang-Undang pasal 5 No. 8 Tahun
1999 menjelaskan tentang kewajiban konsumen yang mana kewajiban
konsumen itu sendiri adalah diwajibkan kepada konsumen untuk
membaca dan mengikuti petunjuk informasi, beritikat baik dalam
melakukan transaksi, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah
disepakati serta mengikuti penyelesaian hukum sengketa secara patut.
Kewajiban semacam ini dijalankan berdasarkan peraturan hukum yang
berlaku.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Gas Oplosan Di Kec.
Besuki Kab. Situbondo Persfektif Hukum Islam.

Gas Oplosan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia
sebagai keperluan memasak. Sesuai dengan hasil wawancara sebelumnya
tentang gas oplosan di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, pelaku
usaha tidak memberi kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen
sehingga konsumen merasa dirugikan oleh pelaku. karena gas oplosan

diakibatkan cacat produk atau sikap tidak bertanggung jawab dari suatu
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produk maka tujuan pokoknya berfokus pada penjagaan jiwa, akal, dan
harta.

Manusia memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan
keselamatan terhadap dirinya dan orang lain. Manusia memiliki kewajiban
untuk menjaga keamanan dan keselamatan terhadap dirinya dan orang
lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Qasas (28)
ayat 77:

8 o5V sl a5 A el 18 s GA o B 05 S VA B D6 sa
it ELY

Artinya : ”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah

kamu melupakan bagianmu (kenikmatan) duniawi dan

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah

telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.”*

Ibnu Taimiyyah (661-728H/1238-1268 M) dan Ibnu al-Qayyim
(w. 751H/1350 M) pernah memperingatkan wali hisbah untuk benar-
benar memberatkan hukuman bagi mereka yang menyalahgunakan
keahlian mereka untuk menipu masyarakat. Dengan adanya wali hisbah
tersebut maka pelaku usaha dapat lebih waspada apabila akan
melakukan penipuan terhadap konsumen.

Konsumen pengguna gas oplosan mempunyi hak untuk memilih
dan hak untuk mendapatkan informasi. Agar konsumen bebas dalam

memilih barang dan agar mengetahui informasi kualitas yang

%t Al-Qur’an, 28:77.
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sebenarnya dari barang tersebut. Dalam kajian fikih Islam, kebenaran
dan keakuratan informasi ketika pelaku usaha menjual suatu barang
dagangannya menempati kajian yang sangat signifikan, yaitu berlaku
prinsip keseimbangan (alta’adul) atau ekuilibriun dimana konsumen
dan pelaku usaha harus berhati-hati, dimana hal tersebut tercermin
dalam teori perjanjian (nazhariyyat al-uqud) dalam Islam. Informasi
yang diberikan pada konsumen tidak hanya berhubungan dengan
kuantitas dan kualitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek
samping atau bahaya pemakaian.

Pelaku usaha berusaha berkata jujur kepada konsumen
bahwasannya apa yang terjadi pada gas oplosan boleh mengembalikan
barang tersebut. Dalam figih Islam, penjual tidak jujur disebut dengan
istilah al-ghurur. Tindakan alghurur ada yang bersifat perkataan dan
perbuatan. Menurut mazhab Hanafi bahwa tipuan yang dilarang itu
adalah perbuatan menyembunyikan keadaan barang yang dibenci
pembeli atau yang akan mengurangi minatnya. Solusi hukum Islam
terhadap konsumen apabila terjadi ketidak sesuaian antara gas oplosan
yang asli atau palsu, maka konsumen mempunyai hak khiyar tadlis,
khiyar aib, dan khiyar ruyah.

Dalam kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah

bisnis (muamalah) adalah:

s boa bl bowoms g s Wl o, i) (3 Lo VI
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“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak
yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. ”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa keridhaan dalam transaksi
adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila
didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu
akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dan
juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai,
tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilangnya
keridhaan, maka akad tersebut bisa batal. Seperti konsumen merasa
tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.
Dalam melakukan penjual barang dan jasa, pelaku usaha diharuskan
menjunjung tinggi prinsip, yakni dengan tidak merugikan diri sendiridan
orang lain, hal ini sesuai sesuai dengan kaidah kulliyah yaitu:

J3 s»al“Kemudharatan harus dihilangkan”

Pelaku usaha harus mempunyai iktikad baik terhadap konsumen
yang dirugikan, agar pelaku usaha tersebut dapat melakukan tanggung
jawab sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Pelaku usaha dalam
islam harus melakukan syarat jual beli yang sah yaitu adanya barang dan
jasa yang sesuai dengan yang diperjual belikan, kualitas dan kuantitas
barang dan jasa terjamin.

Sesuia dengan syariat Islam apabila produk itu membayakan bagi
konsumen maka pelaku usaha tanggung jawab atas semua keselamatan

kesehatan itu dan apabila konsumen merasa dirugikan bagi pelaku usaha
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maka pelaku usaha berhak mendapatkan ganti rugi Dalam hukum Islam,
tanggung jawab melaksanakan akad ini disebut dhaman al-'udwan.
dhaman al-'udwan yaitu tanggung jawab perdata
untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan
merugikan (al-fi'l adhdhan) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia
disebut perbuatan melawan hukum. Sebab-sebab ganti rugi dalam
perspektif hukum Islam figh muamalat yang berkaitan dengan hukum
perikatan Islam. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab
adanya ganti rugi. >

Dapat di tarik kesimpulan bahwa apabila perlindungan hukum di
kecamatan besuki kebupaten situbondo belum sesuai dengan hukum islam
karena konsumen yang memakai gas oplosan belum terlindungi oleh
hukum sebab pengawasan kepada konsomen masih kurang oleh karena itu
konsumen merasa tertipu dengan menggunakan gas dengan adanya

pengurangan pada gas tersebut.

C. PEMBAHASAN PENEMUAN

Berdasarkan pemaparan data di atas, maka dapat dikemukakan bahwa
temuan penelitian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Gas Oplosan
Di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Berdasarakan Undang-Undang
No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum

Islam.

% Nawawi Rambe, Figh Islam, (Jakarta: Duta Pahala,1994), 75.
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1. Realita Perlindungan Hukum Gas Oplosan Di Kec. Besuki Kab.
Situbondo.
Sejumlah masyarakat kecamatan mengeluhkan adanya dugaan
Liquified Petroleum Gas (LPG) oplosan. Baik tabung ukuran LPG 14
kilogram (kg) dan LPG 3 kg yang diduga sudah mulai marak beredar di
pasaran. Bagaimana tidak, sejumlah warga mengeluhkan pemakaian yang
cenderung cepat habis jika digunakan. Bahkan, keluhan tersebut terdengar
hingga ke dinas terkait. Namun hingga saat ini belum ada tindakan yang

dilakukan.

Sesuai dengan penelitian di atas konsumen tidak mengetahui gas
oplosan karena masyarakat tidak bisa membedakan antara gas oplosan
yang asli atau yang palsu, karena ketika di timbang beratnya setiap
mengoplos tabung ukuran 12 kg atau 50 kg, pekau usaha mendapatkan
keuntungan 50-70ribu pertabung, dengan keuntungan sebesar itu banyak
warga yang melaukan praktek nakal tersebut. Hingga kerugian konsumen

dari elpiji sangat besar.

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pengguna Gas
Oplosan Di Kec. Besuki Kab. Situbondo Persfektif Undang-Undang
No 8 Tahun 1999.

Perlindungan hukum bagi gas elpiji tentang perlindungan hukum
sebagai konsumen masih rendah. Perlindungan hukum konsumen gas
elpiji kurang lebihnya telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen. Regulasi ini seharusnya menjadi acuan konsumen untuk
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memperjuangkan  Perlindungan Hukum. Rendahnya pengetahuan
konsumen terhadap undang-undang ini menjadi salah satu pemicu
lemahnya kesadaran hukum konsumen tentang hak-haknya sebagai
konsumen gas elpiji di Kota Situbondo.

Berdasarkan penelitian yang terjadi di masyarakat Kab.Besuki
Kab. Situbondo saat ini ialah stigma tidak mau ribet dan ingin terima beres
saja dalam permasalahan yang ditimbulkan oleh tabung gas elpiji.
Mayoritas konsumen gas elpiji di Kota Situbondo tidak mengetahui pihak-
pihak yang melindungi Perlindungan Hukum sebagai konsumen gas elpiji.
Keadaan ini didukung oleh ketidaktahuan masyarakat tentang
Perlindungan Hukum sebagai konsumen sebenarnya dilindungi Undang-
Undang.

Konsumen gas Oplosan di Kota Kec.Besuki Kab.Situbondo tidak
mengetahui prosedur perlindungan serta pelayanan konsumen yang
dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero). Konsumen selalu berpasrah saja
dan tidak pernah berinisiatif untuk mencari tahu bentuk perlindungan serta
pelayanan konsumen yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero). Selain
itu LP2K sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam hal
perlindungan konsumen menjadi tidak ada artinya karena sikap konsumen
yang acuh tak acuh terhadap kerugian atau permasalahan kecil yang
ditemui ketika menggunakan tabung gas elpiji.

PT. Pertamina (Persero) bersama dengan pemerintah telah

menyediakan gas elpiji kepada masyarakat dengan tingkat keamanan yang
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terjamin dari segi kualitas tabung, aksesoris atau perangkat lain yang
mendukung penggunaan kompor gas dan juga menyangkut masalah
sosialisasi yang menyeluruh sampai ke lapisan masyarakat paling bawah
sekalipun dapat terjangkau oleh PT. Pertamina (Persero), sehingga
pengetahuan atau informasi mengenai seluk beluk, penggunaan, bahaya,
cara penanggulangan bahaya serta perlindungan konsumen elpiji
tersampaikan secara maksimal. Apabila sampai saat ini masih ada keluhan
maupun ledakan gas elpiji maka akan berdampak pada hilangnya
kepercayaan dari masyarakat terhadap produk Elpiji yang disediakan oleh
PT. Pertamina (Persero). Selama ini kasus yang terjadi adalah kasus
ledakan gas dan belum ada konsumen yang menyampaikaan keluhan
lainnya. Semua kasus ledakan yang terjadi telah diselesaikan oleh PT.
Pertamina (Persero), baik dari cara penanganan korban ledakan sampai
dengan pemberian kompensasi ataau ganti kerugian terhadap korban
ledakan gas.

Hal ini telah dibuktikan PT. Pertamina (Persero) dalam memenubhi
kewajibannya sebagai penyedia jasa atas dasar Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa
kewajiban pelaku usaha atau penyedia jasa yaitu :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
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b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau
jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau
mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau
garansi atas barang yang dibuat dan atau yangndiperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa
yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.

Hal-hal negatif yang marak di masyarakat Kab.Besuki
Kec.Situbondo khusunya konsumen gas elpiji yaitu sering mengabaikan
petunjuk penggunaan tabung gas elpiji secara aman. Hal ini akan
berpotensi menimbulkan kecelakaan di saat penggunaan tabung gas elpiji
Apabila kecelakaan terjadi maka yang terjadi ialah citra atau pandangan

konsumen gas elpiji dan masyarakat luas tehadap integritas PT. Pertamina
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(Persero) dalam menyediakan gas elpiji dinilai kurang baik bahkan lalai,
dan pada akhirnya konsumen yang mengalami kecelakaan akan menuntut
ganti rugi maupun pertanggung jawaban dari PT. Pertamina (Persero).

PT. Pertamina sebenarnya juga melakukan investigasi apabila
terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan tabung gas elpiji sehingga
nantinya akan ditemukaan penyebab kecelakaan tersebut, berasal dari dari
tabung atau bahkan disebabkan oleh kelalaian konsumen. Akan tetapi
selama ini apabila terjadi kasus ledakan gas PT. Pertamina selalu turun
tangan untuk memberikan pertanggung jawaban. Salah satu hal yang
mendasari konsumen harus menumbuhkan kesadaran hukum terhadap hak-
haknya sebagai konsumen ialah tersedianya payung hukum konsumen di
Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, setiap penyedia jasa atau pelaku usaha haruslah memahami
hak konsumen.

Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan Kkeselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan atau jasa;

2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan
atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan

yang dijanjikan;
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3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan atau jasa;

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan;

5) Hak wuntuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila
barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau
tidak sebagaimana mestinya;

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan
lainnya.

. PT. Pertamina menyadari bahwa setiap pelaku usaha bertanggung
jawab atas barang yang diperdagangkan dan atau diproduksinya jika
barang yang diperdagangkan dan atau diprodukssinya menimbulkan
kerugian pada konsumen. Kerugian itu dapat dicontohkan misalnya adanya
korban ledakan gas elpiji. Bentuk-bentuk kerugian tersebut tentunya juga
memiliki bentuk pertanggung jawaban yang berbeda-beda pula. Konsumen
gas elpiji di Kec. Besuki Kab.Situbondo apabila dirugikan dapat
menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu secara hukum. Pihak

pihak yang dapat digugat itu antara lain produsen, agen, pedagang eceran,
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serta pihak-pihak yang berkaitan dalam pemasaran produk gas elpiji di

Kota Situbondo. Gugatan tersebut hanya bisa didasarkan dan tergantung

dari pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran yang berkaibat

kerugian konsumen gas. Bentuk gugatan yang lazim digunakan ialah

gugatan wanprestasi serta perbuatan melawan hukum. Upaya PT.

Pertamina untuk bertanggung jawab terhadap konsumen korban

kecelakaan gas elpiji

1. Luka Bakar

a)

b)

Luka Bakar dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

Luka Bakar Ringan Penganganannya melalui rawat jalan
dengan dokter spesialis yang ditunjuk oleh korban. Lama
perawatan relative, sesuai dengan anjuran dokter dan keadaan
luka bakar korban. Bentuk ganti ruginya adalah mengganti
seluruh biaya rawat jalan yang dilakukan oleh korban dan biaya
obat yang harus dikonsumsi oleh korban dengan menunjukkan
kwitansi dari dokter dan apotek sebagai tanda bukti.

Luka Bakar Berat

Luka bakar berat penanganannya melalui perawatan di
rumah sakit. Lama perawatanya relatif, sesuai dengan anjran
rumah sakit dan keadaan luka korban. Bentuk ganti ruginya ialah
dengan mengganti sekuruh biaya rumah sakit, berapapun
besarnya dan memberikan uang tambahan untuk keluarga yang

tujuannya untuk membeli obat yang harus dibeli di luar rumah
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sakit atau biaya untuk transportasi selama perawatan di rumah
sakit dan sebagai biaya hidup apabila secara ketidaksengajaan
korban adalah tulang punggung keluarga.

Meninggal.

Korban yang meninggal mendapat santunan berupa
santunan pemakaman sebesar dua juta rupiah dan santunan
kematian sebesar puluh lima juta rupiah dan sifatnya tetap.
Kerusakan Material

Korban ledakan gas elpiji juga mendapatkan ganti rugi
atas alat alat rumah tangganya yang rusak akibat ledakan tabung
gas elpiji . Santunan yang diberikan bersifat relative sesuai barang
yang rusak.

Ganti kerugian ini merupakan salah satu bentuk
pertanggung jawaban dari PT. Pertamina (Persero) sebagai pelaku
usaha utama dalam melaksanakan upaya perlindungan dan
pelayanan terhadap konsumen. Bentuk tanggung jawab yang
dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) sesuai dengan prinsip
tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam
hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk
menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang
merugikan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha timbul
apabila barang dan atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha

menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka kerugian yang
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dirasakan oleh konsumen tersebut harus menjadi resiko yang

harus ditanggung oleh pelaku usaha.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pengguna Gas Oplosan Di
Kec. Besuki Kab. Situbondo Persfektif Hukum Islam.

Hukum Islam mutlak diperlukan dan sangat penting untuk
menjamin terwujudnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat
terhindarnya dari unsur paksaan, tipu muslihat, penipuan dan pemalsuan.
Dengan mengingat prinsip berlakunya jual-beli adalah atas dasar suka
sama suka, maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua
belah pihak yang melak ukan akad jual - beli untuk memilih antara dua
kemungkinan, yaitu antara melangsungkan atau mengurungkannya. Untuk
menghindari dari penipuan dan kemadharatan yang bisa menimpa kedua
belah pihak dalam bertransaksi gas Oplosan hak consumen selaku pembeli
dalam jual-beli Islam dikenal dengan hak khiyar. Hak khiyar digunakan
untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadiatas kerelaan
sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersangkutan, supaya pihak penjual
dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli, dan menghindari
terjadinya penipuan dalam urusan jual beli, dan menjamin kesempurnaan
dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli

Dengan faktor kejujuran ini Nabi Muhammad SAW melarang al-
tadlis, al jahalah, dan al-gharar.

1) al-tadlis Penipuan dalam jual beli yang dilakukan oleh penjual atau

pembeli, penipuan ini meliputi menyembunyikan cacat barang padahal
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ia mengetahuinya dan mengelabui pembeli agar tidak mengetahui
cacat tersebut.”

2) al jahalah Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius
yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan.
Ketidakjelasan tersebut ada empat macam, yaitu: Ketidakjelasan
dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya atau kadarnya
menurut pandangan pembeli, Ketidakjelasan harga, Ketidakjelasan
waktu (tempo), seperti dalam haraga yang diangsur, atau dalam khiyar
syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas, maka akad
menjadi batal, Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan,
misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin).
Dalam hal ini penjamin harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual
beli menjadi batal.

3) al-gharar. Yang dimaksud di sini adalah gharar (penipuan) dalam sifat
barang. Seperti seseorang menjual gas oplosan dengan pernyataan
bahwa gas isi isinya 3 kg padahal setelah ditimbang hanya 2kg dan
lkgnya adalah campuran Akan tetapi, apabila ia menjualnya
denganpernyataan bahwa gas Oplosan ini isinya lumayan banyak
tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih.
Akan tetapi, apabila gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang

maka ini membatalkan jual beli.

% Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam,(Yogyakarta: Teras, 2011), 21
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Dari hasil wawancara di atas tidak sesuai dengan hukum islam,
karena gas oplosan banyak mengandung kemudharatan, karena dengan
cacatnya suatu produk regulator elpiji sehingga memudahkan gas oplosan
bisa meledak, dan konsumen sangat dirugikan oleh pelaku usaha karena
ada unsur penipuan (gharar) didalamnya, yaitu berat tidak yang asli tidak

sesuai dengan yang di jual oleh pelaku usaha.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap
pengguna Gas Oplosan di Kec. Besuki Kab. Situbodo berdasarkan Undang-
Undang No 8 tentang perlindungan konsumen dan hukum islam diatas dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Realita Gas Oplosan Di Kec Besuki Kab. Situbondo.

Realita yang ada di Masyarakat Kec. Besuki Kab. Situbondo
barang yang tidak sesuai dengan berat netto terutama dalam pengisian gas
elpiji dalam tabung gas. Karena saat ini pelaku usaha masih banyak yang
kurang mempehatikan kualitas regulator yang diperdagangkan dan isi dari
gas elpiji dalam tabung. kurangnya kesadaran masyarakat khususnya Kec.
Besuki Kab. Situbondo, sehingga adanya perlindungan hukum itu sangat
perlu di terapkan, akan tetapi Kecamatan Besuki belum sesuia dengan
peraturan perlindungan hukum yang diakibatkan oleh minimnya informasi
terhadap gas Oplosan yang di perdagangkan. Sehingga konsumen merasa
dirugikan oleh pelaku usaha

2. Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Gas Oplosan Persfektif Undang-
Undang No.8 Tahun 1999.

Hukum perlindungan Konsumen mengandung aspek hukum. Adapun

materi yang mendapatkan perlindungan hukum itu bukan sekedar fisik

melainkan termasuk juga hak-haknya bersifat abstrak. Dengan kata lain,

94
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perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang
diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Berkaitan dengan
perlindungan konsumen berarti mengenai tentang hak-hak konsumen,
konsumen mempunyai hak dalam menggunakan gas Oplosan itu.
Pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar
masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri
sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya
ketika ia menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

3. Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Gas Oplosan Persfektif Hukum
Islam.

Dalam Hukum Islam, penjual tidak jujur disebut dengan istilah al-
ghurur. Tindakan alghurur ada yang bersifat perkataan dan perbuatan.
Menurut mazhab Hanafi bahwa tipuan yang dilarang itu adalah perbuatan
menyembunyikan keadaan barang yang dibenci pembeli atau yang akan
mengurangi minatnya. Solusi hukum Islam terhadap konsumen apabila
terjadi ketidak sesuaian antara gas oplosan yang asli atau palsu, maka

konsumen mempunyai hak khiyar tadlis, khiyar aib, dan khiyar ruyah.

B. SARAN-SARAN
Setelah melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Gas Oplosan Di Kec.Besuki
Kab.Situbodo Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tentang Perlindungan

Konsumen Dan Hukum Islam diatas dapat ditarik saran sebagai berikut:
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1. Bagi pemerintah

Dalam memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen hendaknya mempertegas prinsip cepat sebagai
pertanggung jawaban pelaku usahaterhadap barang dan jasa yang
dihasilkan.

2. Untuk PT. Pertamina (Persero)

Bersama Pemerintah Kota Situbondo meningkatkan kegiatan
sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat secara terus menerus dan
berkelanjutan serta menciptakansosialisasi yang efektif dan optimal dan
melakukan labeling terhadap tabung gas elpiji tentang petunjuk pemakaian
dan safety tips tabung gas elpiji agar masyarakat bisa mengerti langsung
dari fisik tabung gas elpiji.

3. Bagi konsumen

Perlunya kesadaran bahwa konsumen memiliki hak, kewajibanserta
perlindungan hukum yang harus harus diberdayakan khususnya mengenai
barang atau produk. dan Meningkatkan kualitas pendidikan dan

pengetahuan tentanghukum.
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Lampiran 4 : pedoman penelitian

Instrumen Pengumpulan Data

A. Pedoman observasi

1. Keadaan geografis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

2. Keadaan demogratif Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

3. Apa saja keluhan ibu tentang gas oplosan?

4. Bagaimana tentang hak-hak konsumen?

5. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jika konsumen dirugikan
dengan adanya gas oplosan?

B. Pedoman wawancara

1. Kepala konsumen

a.
b.

C.

Apa ibu tau apa itu perlindungan hukum?
Selama ini apa saja yang terjadi pada gas ibu?

Apa yang harus ibu lakukan jika ibu merasa dirugikan oleh pelaku
usaha?

Apakah ibu tau tentang hak-hak konsumen?

Apakah sebelumnya di kecamatan besuki ada sosialisasi tentang gas
?

2. Kepada pelaku usaha

a. Bagaimana tentang maraknya gas oplosan di kecamatan besuki

kabupaten situbondo?

. Apa yang harus dilakukan jika konsumen selalu mengeluh dengan

adanya gas oplosan di kecamatan besuki kabupaten situbondo?

Bagaimana persiapan atau perencanaan yg dilakukan oleh PT.
Pertamina (Persero) dalam mencegah adanya permasalahan teknis
seperti : komponen selang karet bocor, regulator rusak, katup rusak
dan tabung gas mengalami gangguan?

C. Pedoman dokumentasi

1. Sejarah kecamatan besuki kabupaten situbondo



. Struktur organisasi Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
Data konsumen bagi pengguna gas oplosan
Dokumen lain yang relevan diperoleh dari berbagai sumber yang

dilakukan validitasnya dalam memperkuat analisis objek pembahasan.
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DOKUMETASI FOTO




Lampiran 6 : Dokumentasi Foto
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(wawancara mengani hak-haknya kepada salah satu konsumen)

AREREILY |

(observasi mengenai hak-hak kepada salah satu konsumen)



Lampiran 6 : Dokumentasi Foto

(wawancara mengenai pengawasan di Pt PERTAMINA )
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